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ABSTRAK 

 

Hotimah,Siti.2016.Skripsi.Judul: “Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Alokasi 

Dana Desa Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan 

Dana Desa Sesuai PP RI No. 22 Tahun 2015 (Studi kasus 

Pada Desa Pakijangan dan Desa Kluwut Kecamatan 

Wonorejo Kabupaten Pasuruan)” 

Pembimbing : Sri Andriani, SE., Msi 

Kata Kunci : Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA), Alokasi Dana 

Desa, Dana Desa 

  

Sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan 

keuangan desa, Kepala desa diberikan wewenang untuk menangani urusan 

pemerintahannya. Untuk menangani pemerintahan sendiri, setiap desa telah 

diberikan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sesuai dengan tingkat kebutuhan 

setiap desa. Dana tersebut harus digunakan secara maksimal dengan perbandingan 

antara anggaran dan realisasi yang seimbang, namun dalam prakteknya terdapat 

desa yang Anggarannya lebih tinggi dari Realisasi yang menyebabkan adanya 

Sisa Lebih Penggunaan Anggaran atau yang biasa disebut dengan SiLPA. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sisa Lebih Penggunaan Anggaran 

(SiLPA) Alokasi Dana Desa pada objek penelitian yaitu Desa Pakijangan dan 

Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mendiskripsikan APBDesa dan 

Realisasi Anggaran dengan membandingkan Anggaran yang diperoleh Desa 

Pakijangan dan Desa Kluwut kemudian dapat ditarik kesimpulan berapa Sisa 

Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) dari kedua desa tersebut.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat Sisa Lebih 

Penggunaan Anggaran (SiLPA) Alokasi Dana Desa pada desa Pakijangan dan 

desa Kluwut yaitu pada anggaran dinas keluar daerah (Jakarta). Kemudian sesuai 

dengan aturan SiLPA yang ada pada desa Pakijangan digunakan untuk 

kepentingan desa yaitu  perjalanan dinas luar daerah (Batu) dalam hal pemahaman 

dan budidaya tanaman toga. Dan pada desa Kluwut digunakan untuk kepentingan 

desa yaitu pembangunan fisik berupa penambahan paving dan mahkota gapura di 

area kantor kepala desa. Dan untuk Anggaran Dana Desa baik itu pada desa 

Pakijangan dan desa Kluwut tidak terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran 

(SiLPA). 
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ABSTRACT 

 

Hotimah, Siti. 2016.undergraduate thesis. Title: “Budget Surplus Allocation of 

Funding Village Suitable Rules by Ministry of Home Affairs Ch. 113 on 2014 And 

Funding Village Suitable Rules of Law Indonesia Goverment Ch. 22 On 2015. 

Adviser : Sri Andriani, SE., Msi 

Keyword : Budget Surplus (SILPA), Allocation of Funding Village, Funding 

Village 

   

 

Since produced by law ch. 6 on 2014 about Village and rules by Ministry 

of Home Affairs ch. 113 on 2014 about management financing village, the chief 

haves the task, authorty, right and obligation for handling administration business 

as within handled by regional government. For handling on administration own, 

every village have been given funding village and allocation of funding villagge 

suitable with level of needs every village. The funding expected to be fullfil all 

business village and used to maximise by comparason between budget and 

balanced realization, but in practice there are village who budget higher from 

realization it makes will find budget surplus or commonly referred to SILPA. 

This research purpose to knowing budget surplus (SILPA) allocation of 

Funding Village suitable with Ministry of Home Affairs ch. 113 on 2014 and 

funding village suitable by rules of law Indonesia Goverment ch. 22 on 2015. The 

object of research is Pakijangan Village and Kluwut Village Wonorejo Subdistrict 

Pasuruan District. The research using descriptive method qualitative which to 

describe village budget and realizing funds by comparative funding earned at 

Pakijangan Village and Kluwut Village then pulled the conclusion how much 

budget surplus (SILPA) from both of the village. 

The result from this research introducing that there is budget surplus 

(SILPA) allocation of funding village in Pakijangan Village and Kluwut Village 

that is based on funding agency out of the area (Jakarta). Then suitable with rules 

of  budget surplus in Pakijangan Village using to use for village business that is 

agency tour to break (Batu) in thing comprehension and cultivation plants toga. 

And based on Kluwut Village to use for village business that is construction form 

the addition of paving and crown of village gate in office area the chief. And to 

estimate funding village although in Pakijangan village and kluwut village there is 

no Budget Surplus (SILPA).    
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 مستخلص البحث
. بحث العلم. تحليل عن عقب استخدام موازنة مخاصصة منحة القرية مناسبة 6104سيدة ختيمة، 

  6103سنة  66ومنحة القرية مناسبة بقانون رقم  6102سنة 001بفارامندكري رقم. 
 الحكومية بمالانج. المشرفة : سري انديني الماجستيرة

 و مخاصصة منحة القرية ومنحة القرية SILPA)استخدام موازنة )الكليمات المفتاحية : عقب 
سنة  001عن القرية بمنظمة وزارة البلد رقم  6102سنة  4منذ قد تطبيق قانون رقم 

عن إدارة منحة القرية، على رئيس القرية المرجع والحقوق والوظيفة لولى على كل شؤون  6102
لك الشؤون كانت منحة القرية وممخاصصة منحة القرية القرية التي لم يولي برئيس الولاية. لكل ت

نالت مناسبة باحتياج القرية. ويرجي تلك المنحة كفاية لكل شؤون القرية. ولكن في الحقيقة كانت 
 SILPAاحتياج القرية أكثر من منحتها. حتى تكون عقب استخدام مخاصصة أو يسمى ب 

منحة القرية مناسبة  SILPAيهدف هذا البحث لمعرفة عقب استخدام مخاصصة 
وعن منحة القرية مناسبة بقانون البلاج إندونيسية  6102سنة  001بقانون وزارة شؤون البلاد رقم 

 . موضع هذا البحث في قرية فاكيجاعان وقرية كلووت وونرجوا باسوروان.6103سنة  66رقم 
قرية في ال  APBDاستخدامت الباحثة في هذا البحث طريقة كيفي بمدخل وصفي عن 

وحقائق المخاصصة بمقارنة عن مخاصصة قرية فاكيجاعان وقرية كلووت. ونستطيع ان نستنبط عقب 
 من قريتان  SILPAمخاصصة 

ومنحة القرية في قرية فاكيجاعان SILPA نتيجة هذا البحث يبين أن عقب استخدام مخاصصة 
في قرية  SILPAون وقرية كلووت بمخاصصة وزارة خارج القرية )جاكارتا(. ثم مناسبة بقان

فاكيجاعان لاحتياج القرية يعني للدفاع عن منحة السفر إلى باتو في حال شاتل عشبي وفي احتاج 
قرية كلووت بإنماء بلاط يجمل السور في إدارة رئيس القرية. وليس هناك عقب مخاصصة منحة القرية 

 في قرية فاكيجاعان وقرية كلووت .
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

Peraturan Pemrerintah No. 47 tahun 2015 tentang peraturan pelakasanaan 

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 

tentang pengelolaan keuangan desa terjadi perubahan yang cukup berarti bagi 

pengelolaan keuangan desa. Otonomi desa yaitu kepala desa diberikan tugas, 

wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak 

ditangani pemerintah daerah.  Desentralisasi, yang merupakan paradigma baru 

dalam pengelolaan pemerintahan memberikan kontribusi yang sangat besar pada 

perubahan tersebut, terutama pada pengelolaan keuangan desa.  

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Peraturan tersebut juga 

mengatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat 

untuk masyarakat. 

Pengelolaan keuangan desa terangkum dalam dokumen keuangan yang 

mengikat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta BPD yang disebut 

anggaran publik (APBDesa). Anggaran publik merupakan media utama 
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pemerintah desa dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk 

menjalankan pemerintahan sekaligus menjadi media untuk mengevaluasi kinerja 

pemerintah dalam menggunakan anggaran. APBDesa merupakan dokumen 

rencana keuangan yang menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah dan pedoman 

bagi pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa 

satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 

merupakan rencana kegiatan pemerintah desa yang dituangkan dalam bentuk 

angka dan batas maksimal untuk periode anggaran. 

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 

2014 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

pemerintah desa dan BPD dan ditetapkan dengan peraturan desa. 

Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya 

yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana 

Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk 

pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten 

untuk Desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil 

penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah 

pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi 

Khusus. Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana yang dimaksud yang 

diperuntukkan bagi desa paling sedikit adalah 10% dari penerimaan pajak daerah 

per tahun, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang 

bersangkutan. Untuk besarnya bagi hasil retribusi daerah yang diperuntukkan bagi 
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desa adalah paling sedikit 10% dari penerimaan retribusi daerah per tahun dengan 

memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan pelayanan. Sedangkan 

untuk besarnya bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah 

yang diterima kabupaten untuk desa adalah sebesar 5% sampai dengan 10% dari 

penerimaan dana perimbangan per tahun, yang terdiri dari bagi hasil pajak dan 

sumber daya alam, serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja 

pegawai (Apriliani, 2014). 

Dalam proses penyaluran dana desa, pemerintah masih menemui 5 

persoalan mendasar yang menjadi hambatan di lapangan. Menurut Direktur 

Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo (2015), hambatan 

pertama adalah adanya ketentuan hukum yang belum sejalan antar satu sama lain, 

sehingga menyulitkan desa dalam pelaksanaan UU tentang desa. Yang kedua, 

Bupati dan Walikota masih terlambat dalam menetapkan peraturan pelaksanaan 

terkait dengan dana dan keuangan desa. Padahal peraturan ini yang mendasari 

penyaluran dana desa dari rekening daerah. Ketiga, masih ada keterlambatan 

penyaluran dana desa dari kabupaten atau kota ke desa. Padahal pemerintah pusat 

sudah menyalurkan tepat waktu sebesar Rp16,6 triliun dana desa atau 80 persen 

dari pagu sebesar Rp20,7 triliun kepada Kabupaten atau Kota. Keempat, 

kabupaten dan kota juga terlambat menyampaikan laporan realisasi penyaluran 

dan penyerapan dana desa. Masih banyak kabupaten/kota terlambat melaporkan 

realisasi dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa. 

Terakhir,  belum dipenuhinya ketentuan besaran/Alokasi Dana Desa (ADD) dan 

bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dari APBD 
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kabupaten/kota. Data APBD 2015 dan info dari daerah, tahun 2015 masih ada 

sejumlah daerah yang belum memenuhi ADD 10 persen dan PDRD 10 persen (5 

penghambat penyaluran dana desa: Kementerian keuangan, 2015). 

Di Indonesia, kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah 

pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong 

royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila 

demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan 

pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau 

Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan 

pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses 

perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan 

pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Untuk mendanai setiap 

kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. 

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

akan menggelontorkan dana sebesar Rp 20 triliun yang akan disalurkan ke 74.053 

desa se-Indonesia. Dana tersebut dimaksudkan untuk kebutuhan pembangunan 

desa, baik fisik maupun non fisik. Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, penggunaan dana 

tersebut harus selaras dengan rencana pembangunan yang telah dirancang oleh 

pemerintah daerah setempat. Saat ini, lanjut Marwan, setiap desa di Indonesia 

setidaknya akan menerima dana sebesar Rp 750 juta yang meliputi Dana Desa 

dari pemerintah pusat dan Alokasi Dana Desa (ADD) di tingkat Provinsi dan 
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Kabupaten/Kota. Marwan juga mengatakan semua penggunaan dana desa akan 

dilakukan audit langsung Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Karena itu 

Marwan juga menghimbau kepada para perangkat desa agar menggunakannya 

secara terukur, terarah serta dapat dipertanggungjawabkan (Menteri desa akui 

dana desa tak tepat sasaran. kompas.com,2015). 

Di sisi lain Dana Desa belum digunakan secara optimal untuk 

kemakmuran masyarakat, Laporan Realisasi Anggaran sebagai salah satu dari 

Laporan Keuangan Pemerintah Desa merupakan gambaran bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana publik. Dalam 

Laporan Realisasi Anggaran ini, akan terlihat seberapa besar pencapaian 

pemerintah dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan, baik dari segi 

pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Dengan demikian, laporan ini juga 

akan menggambarkan perbedaan antara realisasi atau pencapaian dengan 

anggaran yang telah ditetapkan. Perbedaan tersebutkan terakumulasi dalam Sisa 

Lebih Perhitungan Anggaran atau disebut SiLPA (Winarni, 2013).  

Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2015 menjelaskan bahwa SiLPA 

merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 

satu periode anggaran. Sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA terjadi hampir 

di setiap pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Padahal dalam anggaran yang 

telah ditetapkan, pemerintah daerah telah menetapkan akan terjadi defisit, dimana 

pendapatan daerah tidak dapat menutupi seluruh belanja daerah sehingga 

diperlukan penerimaan pembiayaan sebesar defisit yang diperkirakan. Dengan 

demikian, sisa lebih pembiayaan yang diperkirakan adalah nol, sedangkan dalam 
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praktiknya defisit dalam realisasi anggaran tidak selalu terjadi. Surplus bisa terjadi 

dalam Laporan Realisasi Anggaran yang artinya realisasi pendapatan lebih besar 

daripada realisasi belanja. Realisasi belanja yang lebih kecil dari anggaran yang 

telah ditetapkan juga dapat terjadi karena beberapa hal. Misalnya karena adanya 

efisiensi atau penghematan belanja, atau karena tidak terlaksananya 

program/kegiatan sehingga anggaran tidak terserap (Winarni, 2013). 

Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa, SilPA 

merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk : a. menutupi defisit 

anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; b. 

mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan c. mendanai kewajiban lainnya yang 

sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. 

Dalam PP No. 22  tahun 2015 disebutkan bahwa, dalam hal terjadi SiLPA 

Dana Desa lebih dari 30% pada akhir tahun anggaran sebelumnya. 

Bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan 

yaitu berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap 1 tahun angaran berjalan 

sebesar SiLPA Dana Desa tersebut. Dan jika dalam tahun anggaran berjalan masih 

terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% maka bupati/walikota memberikan 

sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan yakni berupa pemotongan 

Dana. 

Beberapa penelitian tentang SiLPA telah banyak dilakukan salah satunya 

penelitian oleh Iman Suharna pada tahun 2015 Alumni S2 Universitas Gajahmada 

Jogyakarta dalam Thesinya mengangkat penelitian tentang Analisis Sisa Lebih 

Penggunaan Anggaran (SiLPA) pada APBD Pemerintah Bulungan Propinsi 
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Kalimantan Utara tahun anggaran 2007 sampai dengan 2013. Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa adanya SiLPA dalam tujuh tahun terakhir yang disebabkan 

oleh beberapa faktor yaitu faktor Perencanaan, faktor Pelaksanaan, faktor 

Pengawasan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Regulasi. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Iman Suharna, adanya SiLPA berturut-turut dari tahun ke tahun 

tidak bisa bisa dijadikan sebuah patokah bahwa kenerja pemerintah Kabupaten 

Bulungan baik ataupun sebaliknya.  

Atas sekian banyak penelitian tentang SiLPA Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD), peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Sisa 

Lebih Penggunaan Anggaran pada pemerintah Desa. Sebab pemerintah Desa juga 

diharuskan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dan juga mendapatkan 

anggaran dana yang tidak sedikit baik itu dari Alokasi Dana Desa maupun dari 

Dana Desa. Dan sebagai Objek penelitian ini peneliti mengambil objek di Desa 

Pakijangan dan Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.  

Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan berada dalam posisi yang 

sangat strategis yaitu jalur regional juga jalur utama perekonomian Surabaya-

Banyuwangi. Hal tersebut menguntungkan dalam pengembangan ekonomi dan 

membuka peluang investasi di Kabupaten Pasuruan. Dalam website resmi 

Kabupaten Pasuruan, pemerintah menerima 96 milliar untuk dana desa dan 94 

milliar untuk alokasi dana desa. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut 

dimaksudkan untuk membiyai kepentingan Desa yang telah tercantum dalam 

APBDesa. Kecamatan wonorejo mempunyai 15 desa dan semua desa tersebut  

mendapatkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada tahun 2015. Akan tetapi  
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diantara 15 desa tersebut terdapat dua (2) desa yang mempunyai Sisa Lebih 

Penggunaan Anggaran (SiLPA) yaitu Desa Pakijangan yang merealisasikan 

anggaran pada APBDesanya sebesar 95% dan Desa Kluwut yang merealisasikan 

anggaran APBDesanya sebesar 96,40% kedua desa tersebut tidak merealisasikan 

APBDesa sebesar 100% disebabkan oleh pada anggaran tahun 2015 terdapat 

anggaran kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak terserap sehingga 

menjadi SiLPA (Bapak Sony Bagian Kepala Pemerintahan kecamatan 

Wonorejo,2015). 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Alokasi Dana 

Desa Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Dana Desa Sesuai PP RI 

Tahun 2015 Pada Desa Pakijangan dan Desa Kluwut Kec. Wonorejo Kab. 

Pasuruan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

dipecahkan dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apa yang menyebabkan 

terjadinya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Alokasi Dana Desa pada 

Desa Pakijangan dan Desa Kluwut Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan dan bagaimana 

perlakuan terhadap Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Alokasi Dana Desa 

Pada Desa Pakijangan dan Desa Kluwut Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan?   

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan 
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terjadinya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Alokasi Dana Desa Sesuai 

Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Dana Desa Sesuai PP RI Tahun 2015 dan 

perlakuan terhadap Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Alokasi Dana Desa 

Pada Desa Pakijangan dan Desa Kluwut Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah mengembangkan kreatifitas 

mahasiswa dalam menganalisis pada suatu kasus. memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk mengembangkan ide-ide dalam praktik dunia kerja dan 

membandingkannya dengan teori-teori yang didapat dalam perkuliahan.  

Sebagai pengetahuan tentang Faktor-faktor apa yang menyebabkan 

terjadinya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Alokasi Dana Desa Sesuai 

Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Dana Desa Sesuai PP RI Tahun 2015 dan 

bagaimana perlakuan terhadap Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Alokasi 

Dana Desa Pada Desa Pakijangan dan Desa Kluwut Kec. Wonorejo Kab. 

Pasuruan. Bagaimana perlakuan terhadap Sisa Lebih Penggunaan Anggaran 

(SiLPA) Alokasi Dana Desa Pada Desa Pakijangan dan Desa Kluwut Kec. 

Wonorejo Kab. Pasuruan. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan masukan bagi 

Pemerintah Desa selaku pengelola keuangan desa dalam mengelola Alokasi Dana 

Desa secara ekonomis, efektif dan efisien sehingga Alokasi Dana desa terserap 

dengan maksimal. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berkut ini adalah hasil penelitian yang terkait dengan Sisa Lebih 

Penggunaan Anggaran (SiLPA) sebagai bahan perbandingan dan bahan acuan 

dalam penelitian ini. 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul 

Penelitian 

Jenis 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Iman 

Suharna 

(2015) 

Analisis  

Sisa Lebih 

Perhitungan 

Anggaran 

(SiLPA)  

Pada APBD  

Pemerintah 

Kabupaten 

Bulungan 

Propinsi 

Kalimantan 

Utara Tahun 

Anggaran 

2007 S.D. 

2013 

Termasuk 

penelitian 

kualitatif yang 

menggunakan 

pendekatan 

deskriptif 

analitis  

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Kecenderungan terjadinya 

peningkatan maupun penurunan 

SiLPA dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu: a) Perencanaan. 

kendalanya yaitu keterlambatan 

informasi dari pusat yang 

menyebabkan kurang matangnya 

perencanaan APBD sehingga 

meningkatkan SiLPA, 

b)Pelaksanaan. kondisi alam 

Kabupaten Bulungan yang masih 

ekstrim. c) Pengawasan. kurang 

optimalnya sinergitas antara DPR 

bersama dengan Inspektorat serta 

SKPD terkait pengawasan, dan 

lokasi pekerjaan yang terkadang 

sulit untuk dilakukan pengawasan, 

d) sumber daya manusia. 

terbatasnya jumlah pegawai yang 

dimiliki, kekurangan pegawai yang 

ahli dalam bidang pengelolaan 

keuangan daerah,adanya 

perangkapan pekerjaan, dan 

adanya penempatan pegawai atau 

mutasi pegawai yang kurang tepat, 

Dan e) regulasi. Peraturan Menkeu 

mengenai pengalokasian sementara 
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Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu(Lanjutan) 

 

No Nama  Judul Penelitian  Jenis 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

    bagi hasil pajak dan dana 

bagi hasil sumber daya alam 

dan PP RI Nomor 70 Tahun 

2012 Tentang Pengadaaan 

Barang dan Jasa. 

2. Maya 

Kuspita 

(2015)  

Pengaruh PAD, 

DAU, DAK Dan 

SILPA Terhadap 

Realisasi Belanja 

Modal Serta 

Pengaruh 

Realisasi Belanja 

Modal, Investasi 

Swasta Dan 

Tenaga Kerja 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi  (Studi 

Empiris pada 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jawa 

Tengah) 

Penelitian 

Kuantitatif, 

dengan data 

sekunder, 

dan data 

primer  

dengan 

melakukan 

wawancara 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa PAD, 

DAU, DAK, dan SiLPA 

berpengaruh terhadap 

Realisasi Belanja Modal. 

Dan Realisasi Belanja 

Modal, Tenaga kerja 

berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi pada 

kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah. Tetapi Tenaga 

Kerja tidak berpengaruh 

terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi pada kabupaten di 

Provinsi Jawa Tengah. 

3. Mauli 

Danayanti 

(2014) 

Analisi Pengaruh 

Pendapatan Alsi 

Daerah (PAD), 

Dana Alokasi 

Khusus (DAK), 

dan Selisih 

Lebih 

Perhitungan 

Anggaran 

(SiLPA) 

Terhadap 

Realisasi Belanja 

Modal dan 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

 

Penelitian 

Kuantitatif, 

dengan data 

sekunder 

Hasil dari penelitian ini 

mennjukkan bahwa PAD 

Dan SiLPA berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap realisasi Belanja 

modal sedangkan DAK 

berpengaruh positif tetapi 

tidak signifikan. Dan 

realisasi belanja modal 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi pada 

tahun yang akan datang. 

 



12 
 

 
 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu(Lanjutan) 

 

No Nama Judul 

Penelitian  

Jenis 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

 

4. Ninuk Sri 

Winarni 

(2014) 

Pengaruh 

Faktor-faktor 

Dalam Aspek 

Manajemen 

Keuangan 

Daerah 

Terhadap Sisa 

Lebih 

Perhitungan 

Anggaran 

(SiLPA) Pada 

Pemerintah 

Kota Tarakan  

Penelitian 

Kuantitatif, 

dengan data 

sekunder, 

dan data 

primer  

dengan 

melakukan 

wawancara 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa a) 

Reformasi Manajemen 

Keuangan Daerah tidak 

menyebabkan baik atau 

buruknya SiLPA pada 

Pemerintah Kota Tarakan, 

b) faktor-faktor dalam 

aspek manajemen 

keuangan daerah 

berpengaruh positif 

terhadap SiLPA. Artinya 

semakin baikfaktor-faktor 

dalam aspek manajemen 

keuangan daerah, maka 

SiLPA yang dihasilkan 

akan semakin baik. 

5. Christoper 

Samaloisa 

(2013) 

 

Analisis SiLPA 

Dan Daya Serap 

Anggaran Pada 

Perhitungan 

APBD 

Kabupaten 

Kepulauan 

Mentawai, 

2010-2012 

 

Penelitian 

Kuantitatif, 

dengan data 

sekunder 

dari tahun 

2010-2012, 

dan data 

primer  

dengan 

melakukan 

wawancara 

 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Variabel-variabel 

penyebab terjadinya sisa 

lebih perhitungan 

anggaran (SiLPA) di 

Kabupaten Kepulauan 

Mentawai adalah 

perencanaan anggaran 

yang buruk, faktor 

keterlambatan 

penyusunan dan 

penetapan APBD, serta 

proses anggaran berbelit-

belit dan lama. 

 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dimana Objek 

penelitian yang sama akan tetapi konteks yang berbeda jika dalam penelitian 

terdahulu meneliti tentang Sisa Lebih Penggunaan Anggaran dalam Anggaran 
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Keuangan Daerah (APBD). Sebagai perbandingan yaitu penelitian Suharno 

(2015), Suharna melakukan penelitian dengan judul Analisis  Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran (SiLPA)  Pemerintah Kabupaten Bulungan Propinsi 

Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2007 S.D. 2013. Penelitian yang dilakukan 

oleh Suharna adalah untuk mengetahui  mendeskripsikan faktor penyebab 

terjadinya SiLPA dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir (2007 s.d. 2013) dalam 

laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulungan. SiLPA APBD di atur dalam 

PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 24 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No. 21 Tahun 2011. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini mengambil 

Objek penelitian tentang Sisa Lebih Penggunaan Anggaran dalam Anggaran 

Alokasi Dana Desa (APBDesa) untuk tahun 2015 yang di atur dalam Permendagri 

No. 113 Tahun 2014 dan Dana Desa yang di atur dalam PP No. 22 Tahun 2015. 

Dan peneliti mengambil objek di tempat dan tahun yang berbeda yakni 

Kecamatan Wonorejo kabupaten Pasuruan dimana ada tiga desa yang memiliki 

SiLPA pada tahun anggaran 2015 yaitu desa pakijangan, desa kluwut dan desa 

karangjatianyar. dan disini peneliti tidak hanya menganalisis data sekunder namun 

peneliti juga menganalis data primer yaitu melakukan wawancara langsung 

kepada pihak terkait yaitu desa Pakijangan dan desa Kluwut  kecamatan Wonorejo 

kabupaten Pasuruan. 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Desa 

Penerapan UU No. 6 tahun 2014 tentang selain menimbulkan implikasi 

pada perubahan tata hubungan desa desan pemerintah daerah, juga membawa 
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perubahan dalam relasi kekuasaan politik dilevel desa. Perubahan ke arah 

interaksi yang demokratik itu terlihat dari beberapa fenomena, diantaranya : 

Pertama, dominasi peran birokrasi mengalami pergeseran digantikan dengan 

menguatnya peran institusi adat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan 

sehari-hari. Kedua, semangat mengadopsi demokrasi delegatif-liberatif cukup 

besar dalam UU yang baru. Misalnya, dengan hadirnya BPD dimana badan 

legislatif baru ini berperan sebagai pengayom adat-istiadat, membuat peraturan 

desa bersama dengan Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah 

desa. Ketiga, semangat partisipasi masyarakat sangat ditonjolkan artinya proses 

politik, pemerintahan, dan pembangunan di desa tidak lagi bermuara dari 

kebijakan pemerintah pusat secara terpusat melainkan dari partisipasi masyarakat. 

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan 

tentang Desa, yaitu Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, PP RI No. 43 

tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 6 tahun 2014, PP RI No. 60 

tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara, PP RI No. 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan 

pemerintah No. 43 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.113 tahun 

2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 

114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, PP RI No. 22 tahun 2015 

tentang perubahan atas peraturan pemerintah N0. 60 tahun 2014 tentang dana desa 

yang bersumber dari APBN. 
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Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat 

mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang sehingga saat 

ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 

(delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini 

berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain 

menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, 

pertisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga 

menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya 

yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Zakiyah, 

2015). 

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Desa 

adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Menteri yang menangani Desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. 

Dalam kedudukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, 

petunjuk teknis, dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, 

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa (kemenkeu, 2015). 
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2.2.2 Pemerintahan Desa 

PP No. 47 Tahun 2015 perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 

menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pemerintah desa adalah kepala desa 

atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur 

penyelenggaraa pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan 

oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa 

adalah organisasu pemerintahan desa yang terdiri atas : 

a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan 

pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas, kepala desa berwenang untuk : 

 Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; 

 Mengangkat dan meberhentikan perangkat desa; 

 Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa; 

 Menetapkan peraturan desa; 

 Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

 Membina kehidupan masyarakat desa; 

 Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; 

 Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; 

 Mengembangkan sumber pendapatan desa; 
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 Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 

 Memanfaatkan teknologi tepat guna; 

 Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 

 Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum 

untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan 

 Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan lain yang 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (UU No. 6 Tahun 2014). 

b. Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas :  

 Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh 

sekretaris desa; 

 Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang 

melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengiran, 

keagamaan, dan lain-lain; 

 Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya 

seperti kepala dusun (Nurcholis, 2011). 

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya kepala 

desa wajib untuk : 

a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir 

tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; 

b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir 

masa jabatan kepada Bupati/Walikota; 
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c. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan 

pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap 

akhir tahun anggaran; dan 

d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan 

pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun 

anggaran. 

2.2.3Laporan Keuangan Desa 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 

menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang 

dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.  

Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa 

didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. 

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah 

desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat 

yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN. (Nurcholis,2011 : 

81) 

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 sumber pendapatan desa berasal dari : 

a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 

partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; 

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; 
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d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari data perimbangan yang 

diterima kabupaten/kota; 

e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; 

f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 

g. Lain-lain pendapatan desa yang sah. 

Pemerintah wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, 

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiblin. Transparan artinya dikelola 

secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan 

partisipatif yaitu melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Disamping itu, 

keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai 

dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. 

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional 

dan daerah yaitu 1 januari dampai dengan 31 desember. Kepala desa sebagai 

kepala pemerintahdesa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa 

dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang 

dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan : 

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; 

b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa; 

c. Menetapkan bendahara desa; 

d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan 

e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. 
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Kepala desa dalam melaksakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh 

pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), yaitu sekretaris desa dan 

perangkat desa lainnya. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa. Pemegang 

kas adalah bendahara desa. Kepala desa menetapkan bendahara desa dengan 

keputusan kepala desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 

113 Tahun 2014). 

Sekretaris desa mempunyai tugas : 

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa; 

b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang jasa; 

c. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBDesa; 

d. Menyusun rancangan keputusan kapala desa tentang pelaksanaan paraturan 

desa tantang APBDesa dan perubahan APBDesa. 

2.2.4Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) 

2.2.4.1 APBDesa 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 

menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah 

rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, 

rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan 

ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang 

output-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat 
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harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. 

Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam 

tahun berjalan. 

Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan 

desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan 

anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian 

pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan 

sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. 

Tanpa APBDesa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan 

kegiatan pelayanan publik. 

2.2.4.2 Struktur APBDesa 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 

menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri 

atas : 

a. Pendapatan Desa 

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa 

yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar 

kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas : 

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)  

 Hasil usaha, yaitu hasil Bumdes dan tanah kas desa; 

 Hasil aset, yaitu pasar desa, jaringan irigasi, tempat pemandian umum; 
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 Swadaya, partisipasi dan gotong royong, yang maksudnya membangun 

dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat 

berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang; 

 Lain-lain pendapatan asli desa yaitu hasil pungutan desa.  

2. Transfer 

 Dana Desa; 

 Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah; 

 Alokasi Dana Desa (ADD); 

 Bantuan keuangan dari APBD provinsi; 

 Bantuan keuangan APBD kabupaten/kota. 

3. Pendapatan lain-lain 

 Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat yaitu 

pemberian berupa uang dari pihak ketiga; 

 Lain-lain pendapatan desa yang sah yaitu pendapatan sebagai hasil 

kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi 

di desa. 

b. Belanja Desa 

Belanja desa merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang 

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa 

dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. 

Belanja desa terdiri tas kelompok :: 

 Penyelenggaraan pemerintahan desa; 

 Pelaksanaan pembangunan desa; 
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 Pembinaan kemasyarakatan desa; 

 Pemberdayaan masyarakat desa; 

 Belanja tak terduga. 

Belanja desa dibagi dalam kegiatan sesui dengan kebutuhan desa yang 

telah dituangkan dalam RKPDesa yang terdiri atas jenis belanja : 

 Pegawai, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan 

tunjangan bagi kepala desa da perangkat desa serta tunjangan BPD, 

yang pelaksanaannya setiap bulan; 

 Barang dan jasa, dianggarkan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan 

barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, yang termasuk 

didalamnya yaitu : 

a. alat tulis kantor; 

b. benda pos; 

c. bahan/material; 

d. pemeliharaan; 

e. cetak/penggandaan; 

f. sewa kantor desa; 

g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor; 

h. makanan dan minuman rapat; 

i. pakaian dinas dan atributnya; 

j. perjalanan dinas; 

k. upah kerja; 

l. honorarium narasumber/asli; 
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m. operasional pemerintah desa; 

n. operasional BPD; 

o. intensif rukun tetangga/rukun warga adalah bantuan uang untuk 

operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan 

tugas pelayanan pemerintah dan ketertiban, serta pemberdayaan 

masyarakat desa. 

p. pemberian barang kepada masyarakat atau kelompok masyarakat, 

yang dilakukan untuk menunjang pelaksaan kegiatan 

 Belanja modal 

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka 

pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnyalebih dari 12 

bulan. Pembelian/pengadaan barang dan bangunan yang dimaksud digunakan 

untuk penyelenggaraan kewenangan desa. 

Dalam keadaan darurat atau keadaan luar biasa (KLB), pemerintah desa 

dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat atau 

keadaan luar biasa (KLB) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau 

mendesak. Keadaan darurat yang dimaksudkan adalah bencana alam, sosial, 

kerusakan sarana dan prasarana. Dan keadaan luar biasa (LBH) yang dimaksud 

adalah adanya wabah. Hal tersebut ditetapkan dalam peraturan Bupati/walikota. 

Yang dianggarkan dalam belanja tak terduga. 

c. Pembiayaan Desa 

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 
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bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa 

terdiri atas kelompok : 

 Penerimaan pembiayaan, yang mencakup Sisa Lebih Penggunaan 

Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil 

penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. 

SiLPA yang dimaksud yaitu pelampauan penerimaan pendapatan terhadap 

belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Dan SiLPA 

merupakan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran 

apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, 

mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lainnya 

yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Sedangkan 

pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan cairan dana 

cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desadalam tahun 

anggaran berkenaan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan 

digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang 

dipisahkan. 

 Pengeluaran pembiayaan, yang terdiri dari pembentukan dana cadangan 

dan penyertaan modal desa. Pemerintah dapat membentuk dana cadangan 

sebagaimana dimaksud untuk mendanai kegiatan yang penyediaan 

dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun 

anggaran yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa yang 

sedikitnya memuat : 

a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 
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b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 

c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; 

d. Sumber dana cadangan; 

e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas 

penerimaan desa, kecuali penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan 

secara khusus berdasarkan peraturan Undang-undang. Pembentukan dana 

cadangan ditetapkan pada rekening sendiri dan penganggarannya tidak melebihi 

tahun akhir masa jabatan kepala desa (Permendagri No. 113 tahun 2014). 

2.2.4.3 Penyusunan Rancangan APBDesa 

Pemerintahan desa setiap tahun wajib menyususun APBDesa. APBDesa 

merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah desa. Program pembangunan tahunan desa 

diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang 

disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa 

merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa terpilih. Karena seseorang 

yang mencalonkan diri sebagai kepala desa harus menyusun visi dan misi yang 

disampaikan saat kampanye pemilihan kepala desa. Jika terpilih maka visi dan 

misi inilah yang kemudian dijadikan visi dan misi rencana pembangunan jangka 

menengah (RPJMDesa). 

Setelah kepala desa dilantik, paling lambat 3 bulan ia harus menyusun 

RPJMDesa dengan visi dan misi sebagaimana disampaikan saat yang 

bersangkutan kampanye. Setelah RPJMDesa ditetapkan dengan peraturan desa, 
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kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun rencana 

kerja tahunan pemerintah desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari 

RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. RKPDesa 

adalah rencana kerja tahunan pemerintah desa dalam menyelenggarakan program 

pembangunan dan pelayanan desanya. Penyusunan RKPDesa paling lambat akhir 

bulan januari tahun anggaran sebelumnya. 

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa 

berdasarkan RKPDesa. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa 

tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kemudian 

kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa paling lambat minggu 

pertama bulan novembertahun anggaran sebelumnya. 

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama 

sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat tiga hari kerja dismpaikan 

kepada bupati/walikota untuk dievaluasi. Bupati/walikota harus menetapkan 

evaluasi rancangan melampaui batas waktu dimaksud, kepala desa dapat 

menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa. 

Dalam hal bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan 

Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa bersama BPD 

melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari kerja terhitung sejak 

diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala 

desa dan BPD dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa 

tentang APBDesa menjadi peraturan desa, bupati/walikota membatalkan peraturan 



28 
 

 
 

desa yang dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun 

anggaran sebelumnya. Pembatalan peraturan desa dan pernyataan berlakunya 

pagu tahun anggaran sebelumnya ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. 

Paling lama tujuh hari kerja setelah pembatalan, kepala desa harus 

memberhentikan pelaksanaan peraturan desa dan selanjutnya kepala desa bersama 

BPD mencabut peraturan desa yang dimaksud. Pencabutan peraturan desa 

dilakukan dengan paraturan desa tentang pencabutan peraturan desa yang 

menyangkut APBDesa. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun 

sebelumnya ditetapkan dengan keputusan kepala desa. 

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dotetapkan oleh desa paling 

lambat satu bulan setelah APBD kabupaten/kota ditetapkan. Dengan 

ditetapkannya APBDesa, penerintah desa menyelenggarakan pemerintahan desa 

dan pembangunan desa berdasarkan APBDesa tersebut (Nurcholis, 2011). 

2.2.4.4 Pelaksanaan APBDesa 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 

menjelaskan bahwa semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas 

desa, khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, 

pengaturannya diserahkan kepada daerah. Program dan kegiatan yang masuk desa 

merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam 

APBDesa. Setiap pendapatan desa harus disukung oleh bukti yang lengkap dan 

sah. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang 

menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.  Pemerintah desa dilarang melakukan 

pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pengembalian atas 
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kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan 

desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam 

tahun yang sama. 

Pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun 

sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. Pengembalian harus didukung 

dengan bukti yang lengkap dan sah. Setiap pengeluaran belanja atas beban 

ABPDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti harus 

mendapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul 

dari penggunaan bukti dimaksud. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan 

beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan pertama desa tentang 

APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. 

Pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat 

mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan 

kepala desa. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan 

pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 

dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undnagan (Permendagri No. 113 tahun 2014). 

2.2.4.5 Perubahan APBDesa  

Peruabahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi: 

a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseranantara jenis belanja; 

b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 

sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; 

c. keadaan darurat; 
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d. keadaaan luar biasa; 

e. Perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. 

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun 

anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan APBDesa terjadi bila 

pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan 

cara mengubah peraturan desa tentang APBDesa. Penggunaan SiLPA tahun 

sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa 

lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan pada 

tahun berjalan yaitu pendanaan keadaan darurat dan pendanaan luar biasa. 

Keadaan darurat atau keadaan luar biasa (KLB) merupakan keadaan yang sifatnya 

tidak biasa atau mendesak. Keadaan darurat yang dimaksudkan adalah bencana 

alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Dan keadaan luar biasa (LBH) yang 

dimaksud adalah adanya wabah (Nurcholis, 2011). 

2.2.4.6 Penatausahan dan Pelaporan Desa 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 

menjelaskan bahwa Penatausahaan desa dilakukan oleh bendahara dan wajib 

melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup 

buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara wajib mempertanggungjawabkan 

uang melalui laporan pertanggungjawaban yang setiap bulan harus disampaikan 

kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan 

wajib dilaksanakan oleh bendahara desa dengan menggunakan : 

a. Buku kas umum; 

b. Buku kas pembantu pajak; 
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c. Buku Bank. 

Pelaporan desa yaitu kepala desa menyampaikan kaporan realisasi 

APBDesa kepada bupati/walikota berupa leporan semester pertama (laporan 

realisasi APBDesa) dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling 

lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. 

2.2.4.7 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa 

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan rancangan keputusan kepala desa 

tantang pertanggungjawaban kepala desa. Sekretaris desa menyampaikan kepada 

kepala desa untuk dibahas bersama BPD. Berdasarkan persetujuan kepala desa 

dengan BPD maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi peraturan desa. 

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. 

Laporan realisasi anggaran tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

tersebut ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: 

a. format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun 

anggaran berkenaan; 

b. format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran 

berkenaan;dan 



32 
 

 
 

c. format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke 

desa. 

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggraan desa. Laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada 

masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh 

masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, 

dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada bupati/walikota melalui 

camat (Permendagri No. 113 Tahun 2014). 

2.2.5 Alokasi Dana Desa  

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan 

pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD kabupaten, propinsi 

dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintah propimsi propinsi dan 

pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana 

alokasi desa. Dengan mengalokasikan dana alokasi sebesar 10% ini diharapkan 

kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. 

Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melaui dana APBN 

kabupaten propinsi dan pemerintah pusat sebesar 10% akan tercapai tingkat 

kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan (Widjaja, 

2003). 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Nergeri No. 113 tahun 2014 Dana Desa 

adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang 
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diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja 

daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 

pemberdayaan masyarakat. Dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan 

jumlah Desa, alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, 

angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap 

kabupaten/kota.Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan 

indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud tersebut bersumber dari 

kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang statistik. 

Alokasi dana desa (ADD)  adalah dana perimbangan yang diterima 

kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. 

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

desa tersebut. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun 

anggaran berjalan dengan ketentuan:  

a. tahap I pada bulan April sebesar 4O% (empat puluh per seratus);  

b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 4O% (empat puluh per seratus);  

c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 2O% (dua puluh per seratus). 
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Penyaluran Dana Desa setiap tahap paling lambat dilakukan pada minggu 

kedua atau dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima di 

kas Daerah. 

Alokasi dana desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian 

pemerintahan desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk 

berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan 

penyaluran alokasi dana desa kepada bupati kepala bagian pemerintahan desa 

sekretariat daerah kabupaten/kota melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh 

tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda kabupaten/kota 

akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian 

keuangan setda kabupaten/kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah 

(BPKD)  atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah 

(BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala 

BPKKAD akan menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas daerah ke 

rekening desa. Mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam APBDesa 

dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi 

daerah kabupaten/kota (Nurcholis, 2011: 89). 

2.2.6 Dasar Penggunaan Dana Desa 

Peraturan Menteri Keuangan No 93 Tahun 2015 menjelaskan bahwa dana 

desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 

pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Namun diprioritaskan untuk 

membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan oleh 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pelaksanaan 
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kegiataan yang dibiayai dari dana desa beepedoman pada pedoman umum 

penggunaan dana desa dan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh bupati. Dana 

desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam 

prioritas penggunaan dana desa 

Dalam Peraturan Menteri Desa No. 5 Tahun 2015 prinsip penggunaan 

Dana Desa yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk 

mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan 

lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa. Dana desa diprioritaskan 

untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk 

mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan terhadap 

kemiskinan.  

2.2.6 Sisa Lebih Penggunaan Anggaran ( SiLPA ) 

Undang-undang No. 32 tahun 2004 menjelaskan bahwa SiLPA merupakan 

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode 

anggaran. Sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA terjadi hampir di setiap 

pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Padahal dalam anggaran yang telah 

ditetapkan, pemerintah daerah telah menetapkan akan terjadi defisit, dimana 

pendapatan daerah tidak dapat menutupi seluruh belanja daerah sehingga 

diperlukanpenerimaan pembiayaan sebesar defisit yang diperkirakan. Dengan 

demikian, sisa lebih pembiayaan yang diperkirakan adalah nol, sedangkan dalam 

praktiknya defisit dalam realisasi anggaran tidak selalu terjadi. Surplus bisa terjadi 
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dalam Laporan Realisasi Anggaran yang artinya realisasi pendapatan lebih besar 

daripada realisasi belanja. 

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dapat terjadi karena realisasi 

pendapatan yang melebihi target atau anggaran yang telah ditetapkan dan realisasi 

belanja yang lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi pendapatan 

yang melebihi target dapat disebabkan karena beberapa hal. Misalnya karena 

adanya efektivitas pemerintah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber 

pendapatan desa, atau karena penetapan target (anggaran) yang lebih kecil dari 

kemampuan desa yang sebenarnya. Realisasi belanja yang lebih kecil dari 

anggaran yang telah ditetapkan juga dapat terjadi karena beberapa hal. Misalnya 

karena adanya efisiensi atau penghematan belanja, atau karena tidak terlaksananya 

program/kegiatan sehingga anggaran tidak terserap. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya SiLPA 

tersebut belum serta-merta menunjukkan baiknya kinerja pemerintah desa yang 

bersangkutan. Masih diperlukan suatu kajian yang lebih mendalam untuk menilai 

apakah SiLPA yang ditunjukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan 

suatu prestasi atau sebaliknya. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk 

menilai apakah SiLPA menunjukkan kinerja yang baik atau sebaliknya. Sehingga 

hal tersebut dapat diberikan apresiasi ataukah sebuah sanksi (Winarni, 2013). 

2.2.7Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang SiLPA  

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan 

keuangan desa disebutkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA) 

antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan 
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belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SilPA merupakan penerimaan 

pembiayaan yang digunakan untuk:  

a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari 

pada realisasi belanja;  

b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;  

c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun 

anggaranbelum diselesaikan. 

2.2.8 PP RI No. 22 Tahun 2015 Tentang SiLPA Dana Desa 

PP RI No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan No. 60 Tahun 

2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara disebutkan bahwa Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan 

jumlah Desa, alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, 

angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap 

kabupaten/kota. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan 

indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud tersebut bersumber dari 

kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan u.rusan 

pemerintahan di bidang statistik. 

Pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara 

bertahap, yang dilaksanakan sebagai berikut:  

a. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus); 

b. Tahun Anggaran 2OL6 paling sedikit sebesar 60/o (enann per seratus); 

dan  
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c. Tahun Anggaran 201.7 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh per 

seratus), dari anggaran Transfer ke Daerah. 

Untuk Tahun Anggaran 20I5, alokasi dasar dihitung berdasarkan alokasi 

yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per 

seratus) dari alokasi Dana Desa. Sehingga diharapkan Dana tersebut dapat 

memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi tidak 

menutup kemungkinan bahwa dana tersebut tidak sepenuhnya digunakan sehingga 

muncul istilah SiLPA atau Sisa Lebih Penggunaan Anggaran. Dalam Peraturan 

Pemerintah No.58 Tahun 2005 menjelaskan bahwa SiLPA merupakan selisih 

lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode 

anggaran. Sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA terjadi hampir di setiap 

pemerintah daerah yang ada di Indonesia, dalam anggaran Dana Desa yang 

tertuang dalam PP RI No. 22 Pasal 27 Tahun 2015 di jelaskan bahwa dalam hal 

terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir 

tahun anggaran sebelumnya, bupati/walikota memberikan sanksi administratif 

kepada Desa yang bersangkutan. Sanksi tersebut berupa penundaan penyaluran 

Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.Dandalam 

hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% 

(tiga puluh per seratus), bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada 

Desa yang bersangkutan berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran 

berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan. 

Contoh pengenaan sanksi administrasi dalam ketentuan ini sebagai 

berikut: Pada Tahun Anggaran 2015, Desa A mendapat Dana Desa sebesar 
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Rp100.000.000,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2015 terdapat SiLPA Dana Desa 

lebih dari 30%, yakni Rp35.000.000,00. Pada Tahun Anggaran 2016, Desa A 

mendapat Dana Desa sebesar Rp 1 50.000.000,00. Penyaluran Dana Desa tahap I 

Tahun Anggaran 2016 yang seharusnya sebesar Rp60.000.000,00 (40% x 

Rp150.000.000,00), pembayarannya ditunda sebesar SiLPA Tahun Anggaran 

2015 sebesar Rp35.000.000,00. Sehingga Dana Desa yang disalurkan pada tahap I 

hanya sebesar Rp25.000.000,00 atau (Rp60.000.000,00 Rp35.000.000,00). Pada 

penyaluran tahap II, akan disalurkan sebesar 40% ditambah dengan Dana Desa 

yang ditunda penyalurannya pada tahap I, sehingga totalnya Rp95.000.000,00 atau 

(Rp60.000.000,00 + Rp35.000.000,00). Penyaluran tahap III tetap sebesar 

Rp30.000.000,00 atau (20% x Rp150.000.000,00). 

2.2.8 Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam 

2.2.8.1 Pembangunan dalam Perspektik Islam 

Islam rahmatan lil alamin, memiliki konsep dan sejarah bagaimana 

seharusnya sebuah negara dalam melaksanakan pembangunannya, terutama dalam 

aspek pengelolaan ekonominya. Sebagai agama sempurna, ekonomi dalam Islam 

adalah inheren dalam kesempurnaanya tersebut. Tujuan ekonomi Islam adalah 

membawa kepada konsep al-falah (kesejahteraan) di dunia dan akhirat. Hal ini 

tentunya berbeda dengan ideologi kapilalistik yang berorientasi pada kehidupan 

dunia saja. 

Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. 

Pemikiran pembangunan menurut paradigma islam diantaranya berasal dari Ibn 

Khaldun dan Sah Wali Allah, dua tokoh islam yang hidup pada periode waktu 
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yang berbeda. Islam menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat 

manusia, yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan, atau warna 

kulit. Manusia dilihat hanya dari pengakuan manusia pada Keesaan Tuhan dan 

kepatuhan manusia pada kehendak dan bimbingan-Nya. Misi manusia menjadi 

pengabdi bagi penciptanya, sementara ibadah dan pengabdian pada Pencipta 

menjadi tujuan hidup manusia. Karena Islam bersifat menyeluruh (kaffah), ibadah 

juga bersifat menyeluruh. Ibadah mencakup baik aspek spiritual maupun materiil 

sepanjang sesuai dengan bimbingan Tuhan dalam dalam mencapai keadilan bagi 

semua makhluk. Oleh karena itu, agar proses pembangunan dapat dipandang 

sebagai ibadah, pembangunan harus dilaksanan berdasarkan petunjuk dari Tuhan 

Yang Maha Esa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan spiritual dan 

materiil seharusnya tidak dipisahkan, tetapi dibangun secara bersamaan. 

Dalam perspektif Islam, pembangunan dilaksanakan berdasarkan lima 

pondasi filosofis, yaitu tauheed uluhiyyah, tauheed rububiyyah, khilafah, 

tazkiyyah an-nas, dan al-falah. Kelima pondasi filosofis tersebut merupakan 

prinsip-prinsip yang telah melekat dalam islam dan berasal dari dua sumber utama 

Islam, yakni Alquran dan Sunnah. Menurut paradigma Islam, kelima pondasi 

filosofis ini menjadi syarat minimun yang diperlukan dalam pembangunan, yaitu 

sebagai berikut : (Ghazali, 1990 dalam Kuncoro, 2010). 

a. Tauheed uluhiyyah, yaitu percaya pada Kemahatunggalan Tahun dan semua 

yang di alam semesta merupakan kepunyaan-Nya. Dalam konteks upaya 

pembangunan, manusia harus sadar bahwa semua sumber daya yang tersedia 

adalah kepunyaan-Nya sehingga tidak boleh hanya dimanfaatkan untuk 
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pemenuhan kepentingan pribadi. Lebih lanjut, manusia hanya penerima 

amanat atas segala sumber daya yang disediakan kepadanya dan harus 

mengupayakan agar manfaat yang dihasilkannya dapat dibagikan kepada 

manusia lainnya. 

b. Tauheed rububiyyah, yaitu percaya bahwa Tuhan sendirilah yang menentukan 

keberlanjutan dan hidup dari ciptaannya serta menuntun siapa saja yang 

percaya kepada-Nya kepada kesuksesan. Dalam konteks upaya pembangunan, 

manusia harus sadar bahwa pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tidak 

hanya bergantung pada upayanya sendiri, tetapi juga pada pertolongan Tuhan, 

baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Pada satu titik ekstrem, sikap 

fatalistik tidak dibenarkan, sementara pada titik ekstrem lainnya, kepercayaan 

sepenuhnya hanya pada upaya-upaya manusia sendiri dianggap tidak adil bagi 

Sang Pencipta. 

c. Khilafah,Yaitu peranan manusia sebagai wakil Tuhan di bumi. Di samping 

sebagai wakil atas segala sumber daya yang diamanatkan kepadanya, manusia 

yang beriman juga harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemberi 

teladan atau contoh yang baik bagi manusia lainnya. 

d. Tazkiyyah an-nas, ini merujuk kepada pertumbungan dan penyucian manusia 

sebagai prasyarat yang diperlakukan sebelum manusia menjalankan tanggung 

jawab yang ditugaskan kepadanya. Manusia adalah agen perubahan dan 

pembangunan (agent of change and development). Oleh karena itu, perubahan 

dan pembangunan apapun yang terjadi sebagai akibat upaya manusia 
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ditujukan bagi kebaikan orang lain dan tidak hanya bagi pemenuhan 

kepentihan pribadi. 

e. Al-falah, yaitu konsep keberhasilan dalam Islam bahwa keberhasilan apapun 

yang dicapai di kehidupan dunia akan mempengaruhi keberhasilan di akhirat  

sepanjang keberhasilan yang dicapai semasa hidup di dunia tidak menyalahi 

petunjuk atau bimbingan yang telah Tuhan tetapkan. Oleh karena itu, tidak ada 

dikotomi di antara upaya-upaya bagi pembangunan di dunia ataupun persiapan 

bagi kehidupan di akhirat. 

Pembangunan dalam kerangka Islam ditemukan pada pola nilai (value 

pattern) yang melekat dalam Alquran dan Sunnah. Kedua sumber tersebut 

tersebut membentuk kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya 

pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan 

pembangunan, tujuan, dan proses pembuatan keputusan pada semua level. Hal 

yang menjadi fokus utama bagi upaya pembangunan dan jantung bagi proses 

pembangunan moral, spiritual, fisik, dan pembangunan lingkungan manusia yang 

akan menjadi agen bagi lingkungan fisik dan sosial-ekonominya. Manusia adalah 

agen perubahan yang aktif dan yang akan bertanggung jawab bagi keberhasilan 

atau kegagalan hidupnya, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Oleh 

karena itu, pembangunan mengandung arti tidak hanya sebagai proses produksi 

barang dan jasa, distribusi barang dan jasa, transformasi kelembagaan dan 

struktural, atau pencapaian keseimbangan ekologis. Semuanya itu hanyalah alat 

atau syarat yang diperlukan bagi pembangunan manusia lebih lanjut dalam 

pencariannya atas martabat manusia, yang mungkin saja telah hilang tidak hanya 
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dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam penurunan moral yang mengancam 

keberlangsungan hidup manusia di masa akan datang. 

Pembangunan merupakan hal yang bersifat multidimensi. Karena Islam 

menekankan bahwa wilayah operasional pembangunan berkaitan dengan manusia, 

atribut-atribut kemanusiaan, dorongan dan aspirasi memiliki nilai yang sama 

sebagaimana variabel-variabel kebijakan seperti sumber daya fisik, modal, tenaga 

kerja, pendidikan, keahlian, dan organisasi. Dengan demikian, pada satu sisi Islam 

menggeser fokus upaya pembangunan dari lingkungan fisik ke manusia dan dari 

sisi lain, Islam memperbesar jangkauan kebijakan pembangunan. 

Titik berat pendekatan Islam pada pembangunan spiritual, moral, dan etika 

mengindikasikan derajat perhatian yang tinggi yang telah melekat dalam proses 

pembangunan Islam. Perhatian yang demikian diperkuat dengan norma 

“prevention is better than cure”. Dengan kata lain, jika konsep tersebut juga tidak 

sesuai, semua yang terbentuk sebagai hasil konsep tersebut juga tidak akan sesuai. 

Hal ini menjelaskan bahwa jika manusia sebagai agen pembangunan tidak 

menanamkan dan menjalankan nilai moral dan etika universal, tidak ada jaminan 

bahwa dia akan merasa bertanggungjawab baik kepada Tuhan maupun masyarakat 

dalam upayanya mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Oleh karena itu, manusia 

masih akan mudah terjerat pada bahaya korupsi, ketidakjujuran, kurangnya 

komitmen, praktik bisnis yang tidak etis, dan lain-lain yang serupa dengan hal itu 

(Kuncoro, 2010). 

Praktek pengelolaan ekonomi Islam sesungguhnya telah terjadi sejak 

zaman Nabi Muhammad SAW.  Namun pengelolaan modern melalui 
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pembentukan departemen tersendiri baru terjadi pada masa Umar ibn al-Khattab 

yakni dengan membuat Baitul Māl   yang permanent. Sehingga Baitul Māl   atau 

lembaga keuangan menjadi sejarah yang pernah di miliki umat Islam, dan terbukti 

mampu menjadi alat stabilitas dan kemajuan pemerintahan Islam saat itu. 

Sebelum Islam datang kehidupan masyarakat sangat buruk dari segi 

masyarakat, pemerintahan, institusi karena mereka selalu bertentangan dengan 

prinsip ajaran Islam. Para bankir Yahudi mulai mewarnai kehidupan umat Islam 

dengan cengkraman ribawi. Jauh dari nilai-nilai Qur‟ani seperti 

persaudaraan,persamaan, kebebasan, dan keadilan. Banyak contoh yang diajarkan 

dalam masalah ekonomi, baik pada masa-masa awal Islam diturunkan hingga 

menjelang wafatnya Rasulullah Saw, yang dapat dijadikan acuan atau paling tidak 

sebagai perbandingan bagaimana Islam memberikan perhatian yang cukup besar 

terhadap kesejahteraan ummatnya tidak saja di akhirat tapi juga di dunia. Hal yang 

di ajarkan dalam Islam yakni usaha-usaha ekonomi harus dilakukan secara etis 

dalam bingkai syari’ah Islam. 

2.2.8.2Kepatuhan dan Kepercayaan Terhadap Pemerintah 

Sistem ekonomi yang di terapkan oleh Rasulullah Saw. berakar dari 

prinsip-prinsip Qur’ani. Al- Quran yang menjadi sumber utama ajaran agama 

Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah bagi umat manusia 

dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang 

ekonomi. Prinsip Islam tertinggi adalah hanya milik Allah semata dan setiap 

manusia diciptakan sebagai Khalifahnya di muka bumi ini. 

Sebagaimana disinyalir dalam Firman Allah, SWT dalam Surat An-nisaa 58-59 : 
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ا الأهَاًَاثِ إِلَى  َ ٌَأهُْشُكُنْ أىَْ تؤَُدُّّ َِ إِىَّ إِىَّ اللََّّ ا ٌعَِظُكُنْ بِ َ ًعِِوَّ ٍْيَ الٌَّاسِ أىَْ تحَْكُوُْا بِالْعَذْلِ إِىَّ اللََّّ إرِاَ حَكَوْتنُْ بَ َّ ا  َِ لِ ُْ أَ

َ كَاىَ سَوٍِعًا بَصٍِشًا  اللََّّ

ٌْكُنْ فَئىِْ تَ  أُّلًِ الأهْشِ هِ َّ سُْلَ  أطٍَِعُْا الشَّ َّ  َ ا الَّزٌِيَ آهٌَُْا أطٍَِعُْا اللََّّ َِ ِ ٌَا أٌَُّ ٍُ إِلَى اللََّّ ءٍ فَشُدُّّ ًْ ٌَاصَعْتنُْ فًِ شَ

ٌلا ِّ
ْ أحَْسَيُ تأَ َّ ٍْشٌ  مِ اَخِشِ رلَِكَ خَ ْْ الٍَْ َّ  ِ ٌْتنُْ تؤُْهٌُِْىَ بِاللََّّ سُْلِ إِىْ كُ الشَّ َّ  

Artinya : 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat(Q.S An-nisaa ayat 58). “Hai orang-orang yang 

beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya(Q.S An-nisaa ayat 59). 

 Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya rakyat diharuskan untuk taat 

kepada pemerintah baik itu dalam hal yang disukai maupun dalam hal yang 

dibenci. Rasulullah bersabda : 

كَشٍَِ هَا لَنْ ٌؤُْهَشْ بِوَعْصٍَِتٍ فَئرِاَ أهُِشَ بوَِ  َّ الطَّاعَتُ عَلَى الْوَشْءِ الْوُسْلِنِ فٍِوَا أحََبَّ  َّ لََ طَاعَتَ السَّوْعُ  َّ عْصٍَِتٍ فلََا سَوْعَ   

Artinya: 

“wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada pemimpin) baik 

dalam perkara yang ia sukai atau dia benci, kecuali dalam kemaksiatan. Apabila 

dia diperintah untuk maksiat, tidak boleh mendengar dan taat”(H.R Bukhori). 

Rasulullah adalah Kepala Negara yang pertama memperkenalkan konsep 

baru di bidang keuangan negara abad ketujuh,  karena beliau merupakan yang 

paling  baik dalam   implementasi Islam. Yakni semua hasil pengumpulan negara 

harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudiandibelanjakan sesuai dengan 

kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan 

bukan milik individu.Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu, pemimpin 

negara dan para pejabat lainya dapat menggunakan harta tersebut untuk 
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mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan dana itu disebut Baitul 

Māl  yang di masa Nabi Muhammad terletak di Masjid Nabawi. Pemasukan 

negara yang sedikit disimpan di lembaga ini dalam jangka waktu yang pendek 

untuk selanjutnya didistribusikan seluruhnya kepada masyarakat (Machsunah, 

2014). 

Sumber-sumber pendapatan di masa Raslullah Saw. tidak bersumber dari 

zakat saja. Pada masa ini terdiri dari:  

a. Kharāj, yaitu pajak terhadap tanah. Pajak ini di tentukan berdasarkan tingkat 

produktivitas tanah. Secara spesifik besarnya  pajak ini di tentukan tiga hal, 

yaitu karakteristik atau tingkat kesuburan tanah, dan jenis irigasi;  

b. Zakat, pada masa awal pemerintahan Islam, zakat dikumpulkan dalam bentuk 

uang tunai, hasil peternakan, dan hasil pertanian;  

c. Khums, yaitu pajak proporsional sebesar 20%. 

d. Jizyah, yaitu pajak yang dibebankan kepada orang-orang non muslim sebagai 

pengganti layanan sosial ekonomi dan jaminan perlindungan keamanan negara 

Islam; Penerimaan lainya sperti kafarah dan harta waris dari orang  yang 

menjadi ahli waris (Deliarnov, 2003 : 94). 

Pada masa Rasulullah, catatan pengeluaran secara rinci belum ada. 

Namun demikian, tidak bisa di ambil kesimpulan bahwa sistem keuangan 

yang tidak dijalankan semestinya. Dalam banyak kasus, pencatatan di 

serahkan kepada pengepul zakat dan setiap orang umumnya terlatih dalam 

masalah pengumpulan zakat. Setiap perhitungan yang telah ada disimpan dan 

diperiksa sendiri oleh Rasulullah (Amalia, 2010). 
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Dalam pemerintahan Indonesia saat ini telah dimaklumi bersama 

pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini adalah pemerintah 

muslim. Sebagai mana juga dimaklumi bahwa hukum islam belum diterapkan 

secara menyeluruh dinegeri ini. Pemerintah yang tidak berhukum dengan 

Kitabullah dan Sunnah Rasulullah tetap wajib ditaati dalam perkara yang 

bukan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta tidak wajib memerangi 

mereka dikarenakan hal itu. Bahkan tidak boleh diperangi kecuali ia telah 

menjadi kafir, maka ketika itu wajib untuk menjatuhkannya dan tidak ada 

ketaatan baginya.  

Wajib taat kepada pemerintah Indonesia dalam perkara yang bukan 

maksiat kepada Allah. Tidak boleh memberontak atau berbaiat kepada selain 

pemerintah atau membangkang membangkang meskipun mereka tidak 

berhukum dengan hukum Allah, sebab kafirnya seseorang karena tidak 

berhukum dengan hukum Allah perlu adanya syarat-syarat yang teepenuhi dan 

terangkatnya penghalang. Selama syarat-syarat itu belum terpenuhi dan 

penghalang-penghalangnya belum terangkat maka hukum asalnya ia adalah 

muslim. Jika seorang penguasa, berlaku baginya hak-hak seorang muslim. 

Namun, meskipun kita diwajibkan untuk taat atau patuh, pemerintah 

juga harus memberikan timbal balik kepada masyarakat agar masyarakat 

percaya bahwasanya urusan kenegaraan dijalankan dengan baik dan untuk 

kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus dapat dipercaya untuk 

mengemban amanah rakyat. Dengan demikian, masyarakat merasa bahwa 

dengan pemerintahan yang baik hidup akan semakin baik. kepercayaan 
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masyarakat akan semakin tinggi apabila pemerintah memberikan dan 

menjalankan pemerintahan sesuai dengan keinginan rakyat, yang berprioritas 

terhadap rakyat kecil dan menengah. 

2.2.8.3 Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam 

Sejak adam Smith berhasil menerbitkan buku “An Inquiry into the nature 

of the Wealth of Nation”, maka resmilah ilmu ekonomi terpisah dengan induknya 

(filsafat) dan lahir sebagai salah satu cabang ilmu baru. Oleh karena itu Adam 

Smithpun dikenal oleh dunia sebagai sejarah filosof atau tokoh yang membidani 

kelahiran ilmu ekonomi. Sejarah mencatat tahun penerbitan buku The Wealth of 

Nations sebagai tahun kelahiran ilmu ekonomi yaitu tahun 1776 Masehi. 

Sementara menurut sejarah peradapan islam, ilmuan seperti Ibnu Taimiyah (1262-

1328) dan Ibnu Khaldun (1332-1406) telah menulis dalam bukunya masing-

masing berbagai masalah ekonomi. Karena itu jauh sebelum Adam Smith menjadi 

tokoh pelopor yang melahirkan ekonomi klasik dengan filosofi liberalnya, 

ekonomi islam telah lahir. Bahkan ekonomi pembangunanpun telah lahir jauh 

sebelum itu, karena sejak zakat, infak dan sadakah menjadi kewajiban dan anjuran 

bagi umat islam untuk membantu dan menangani penduduk miskin, berarti 

eonomi islam telah memahami dan memberi solusi terhadap salah satu masalah 

ekonomi pembangunan yaitu kemiskinan yang sampai saat ini belum juga berhasil 

sepenuhnya ditangani, karena yang paling banyak diterapkan adalah konsep 

ekonomi barat yang hanay fokus untuk memebesarkan pertumbuhan ekonomi  

melalui kekuatan pasar. Padahal padahal penduduk miskin tidak memiliki 
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kekuatan apapun kecuali dibantu, diberdayakan, dan disantuni oleh mereka yang 

memiliki kekuatan. 

Dan kekuatan itu dimiliki oleh Khalifah (pemerintah) dan penduduk yang 

kaya, namun dalam konsep Adam Smith pemerintah tidak boleh campur tangan 

dibidang ekonomi, karena ada tangan yang tidak kentara yang akan mengatur. 

Akibatnya adalah penduduk miskin makin miskin, dan penduduk kaya makin 

kaya dan makin berkuasa. Itulah sebabnya, hampir semua negara dunia yang 

miskin masih berjuang terus melawan kemiskinan dan kemelaratan dengan 

kesenjangan sosial yang semakin mengangah.  

Ekonomi islam mempunyai misi yang luas dan komprehensif, yaitu 

ekonomi pembangunan bukan sekedar membangun ekonomi rakyat tetapi lebih 

penting adalah membangun sikap mental yang berarti pula membangun 

manusianya secara utuh, bukan sekedar kebutuhan jasmaninya tetapi juga 

kebutuhan rohaninya. Kebutuhan rohani inilah yang menjadi target pertama 

pembangunan,karena rohani akan secara otomatis mendorong kemandirian dan 

kesadaran yang tinggi bagi setiap orang untuk membangun dirinya dan 

membangun bangsa. 

Dasarnya adalah pemahaman terhadap firman Allah SWT, surat Arrad 

ayat 11 : 

نْ  ِِ ًْفسُِ َ مٍ حَتَّى ٌغٍَُِّشُّا هَا بِأ ْْ َ لَ ٌغٍَُِّشُ هَا بقَِ  إِىَّ اللََّّ

Artinya : 

“sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. Arrad ayat :11) 
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Dengan demikian ekonomi pembangunan dalam perspektif ekonomi islam 

mempunyai muara yang jauh berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan 

menusia dunia dan akhirat. Artinya ekonomi pembangunan tidak hanya berkaitan 

dengan duniawi, tetapi harus pula dihubungkan dengan maslahat yang lebih abadi 

(Aedy, 2011). 

2.3 Kerangka Berfikir  

Penelitian ini didasarkan pada langkah-langkah pemikiran yang akan 

dipaparkan sebagai berikut : 

1. Menjelaskan dasar pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa. 

2. Menjelaskan kriteria pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa. 

3. Menganalisis tingkat SiLPA atas alokasi dana desa. 

4. Menyimpulkan hasil analisis SiLPA atas alokasi dana desa. 
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Gambar 2.1 

 Kerangka Berfikir   
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. 

Menurut Moleong(2005) metode kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan 

untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, 

sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun 

kelompok. Penelitian kualitatif bersifat induktif yang artinya peneliti membiarkan 

permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk 

interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup 

deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wwancara 

yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan (Sutopo dan 

Arief, 2010 : 1). 

Ciri-ciri penelitian kualitatif menurut pandangan Creswell, Denzin, dan 

Lincoln, serta pandangan Guba dan Lincoln yaitu pertama, penelitian kualitatif 

merupakan penelitian dengan konteks dan latar apa adanya atau alamiah (bukan 

melakukan eksperimen). Kedua, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang 

mendalam tentang suatu fenomena tentang masalah-masalah manusia dan sosial. 

Ketiga, keterlibatan secara mendalam serta hubungan erat, antara peneliti dengan 

objek yang diteliti. Keempat, teknik penelitian kualitatif tiak membuat perlakuan 

(treatment), memanipulasi variabel, dan menyusun definisi variabel operasional. 

Kelima, adanya penggalian nilai yang terkandung dari suatu perilaku seperti nilai-
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nilai budaya,nilai-nilai sosial dan lain sebagainya. Keenam, fleksibel dan tidak 

terpaku pada konsep,f okus, teknik pengumpulan data yang direncanakan pada 

awal penelitian, tetapi dapat berubah dilapangan mengikuti situasi dan 

perkembangan penelitian. Ketujuh, tingkat akurasi data dipengaruhi oleh 

hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian (Herdiansyah, 2010). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Alokasi Dana 

Desa Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Dana Desa Sesuai PP RI 

Tahun 2015 dan bagaimana perlakuan terhadap Sisa Lebih Penggunaan Anggaran 

(SiLPA) Alokasi Dana Desa Pada Desa Pakijangan dan Desa Kluwut Kec. 

Wonorejo Kab. Pasuruan. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah Kecamatan Wonorejo, dimana terdapat 

tujuh (7) desa dari 15 Desa yang ada di Kec. Wonorejo yang  memiliki anggaran 

dinas ke luar daerah (Jakarta) dan hanya dua (2) desa yang memiliki Sisa Lebih 

Penggunaan Anggaran (SiLPA) yaitu Desa Pakijangan, dan Desa Kluwut. 

3.3 Data dan Jenis Data 

Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber-sumber dara sebagai 

berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah yang langsung memberikan data kepada pengumpul 

data. Untuk mendapatkan hasil data primer peneliti menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data.  Data primer dalam penelitian ini 
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diperoleh dari wawancara serta observasi pada Desa Pakijangan dan Desa 

Kluwut Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 

hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya (Amirudin, 2006: 

30). Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah berupa data 

APBDesa, laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban 

atas APBDesa Desa Pakijangan dan Desa Kluwut Kec. Wonorejo Kab. 

Pasuruan. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu: 

1. Observasi, yaitu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk 

memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Disamping itu, sesuatu 

disebut observasi apabila mempunyai tujuan, melihat, mengamati dan 

mencermati suatu perilaku (Suharsaputra, 2012: 209).  

Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan atas Anggaran dan Belanja 

Desa dan Realisasi Anggaran pada Desa Pakijangan dan Desa Kluwut 

Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan. 

2. Wawancara, dan Kuesioner yaitu proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan 

atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana 

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif 
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lama (Bungin, 2007: 108), yang diwawancarai yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan tersebut. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2012: 186). 

Pihak yang di wawancarai dalam penelitian ini adalah kepala desa dan 

perangkat desa dalam rangka memperoleh penjelasan atau informasi dari 

jawaban-jawaban yang telah dipersiapkan.  

3. Dokumentasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Kumpulan 

data yang bersumber dari arsip atau dokumen yang berada di desa 

Pakijangan dan desa Kluwut yang berupa laporan ABPDesa dan laporan 

pertanggungjawaban  APBDesa. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data di artikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, 

sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami 

dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan 

kegiatan penelitian. Untuk menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian, 

peneliti menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang hasilnya 

dalam bentuk uraian deskriftif bukan dalam bentuk angka. 

Adapun cara pembahasan yang digunakan untuk menganalisa data dalam 

hal ini menggunakan pola pikir induktif yaitu diawali dengan menjelaskan 
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permasalahan-permasalahan khusus yang mengandung pembuktian dan contoh 

kasus yang diakhiri dengan kesimpulan yang pernyataan umum. Kemudian 

dianalisis dengan menggunakan data yang ada, yaitu data APBDesa Pakijangn dan 

desa Kluwut kemudian dengan analisis seperti ini akan diketahui besaran Sisa 

Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang ada pada setiap desa dan faktor apa 

yang menyebabkan terjadinya SiLPA serta bagaimana perlakuan terhadap SiLPA 

tersebut. 

Menurut Sugiyono (2012: 428) analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapaangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.  

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data adalah 

sebagai berikut:  

1. Mengumpulkan data dan informasi terkait pengelolaan keuangan sebagai 

aplikasi dari Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan PP RI No. 22 Tahun 

2015 atas Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) alokasi dana desa 

dan dana desa yaitu Laporan APBDesa pada desa Pakijangan dan desa 

Kluwut serta Laporan Pertanggungjawaban APBDesa keduanya. 

2. Melakukan pemaparan data dan observasi tentang anggaran alokasi dana 

desa dan anggaran dana desa pada desa Pakijangan dan desa Kluwut serta 

Realisasi Anggaran yang telah dilakukan. 
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3. Mengidentifikasi SiLPA yang telah ditemukan pada desa Pakijangan dan 

desa Kluwut. 

4. Menyimpulkan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya SiLPA dan 

bagaimana perlakuan terhadap SiLPA desa Pakijangan dan desa Kluwut 

tersebut.
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BAB IV 

PEMAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

4.1. Paparan Data 

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Wilayah penelitian merupakan hal yang sangat diperlukan untuk memberikan 

pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut ini akan 

diberikan gambaran mengenai wilayah Kabupaten Pasuruan Kecamatan 

Wonorejoyaitu  Desa Pakijangan dan Desa Kluwut. 

4.1.1.1 Kabupaten Pasuruan 

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Propinsi  

Jawa Timur, yang memiliki luas wilayah 147.401,50 Ha (3,13% luas Propinsi Jawa 

Timu) terdiri dari 24 Kecamatan, 24 Kelurahan, 341 Desa dan 1.694 Pedukuhan.  

Letak geografis Kabupaten Pasuruan berada pada posisi sangat stategis yaitu jalur 

regional juga jalur utama perekonomian Surabaya – Malang dan Surabaya – 

Banyuwangi. Hal tersebut menguntungkan dalam pengembangan ekonomi dan 

membuka peluang investasi di Kabupaten Pauruan. Batas – batas wilayah Kabupaten 

Pauruan adalah : 

 Utara   : Kabupaten Sidoarjo dan Selat Madura 

 Timur  : Kabupaten Probolinggo 

 Barat   : Kabupaten Mojokerto 

 Selatan  : Kabupaten Malang 
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Keadaan Geologis Kabupaten Pasuruan terbagi tiga bagian daratan : 

 Daerah pegunungan dan berbukit, dengan ketinggian antara 180m s/d 

3000m. Daerah membentang dibagian selatan dan barat meliputi: 

Kecamatan Tutur, Kecamatan Togasi, Kecamatan Purwosari, 

Kecamatan Prigen, dan Kecamatan Gempol. 

 Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 6m sampai 91m, 

dataran rendah ini berada dibagian tengah, merupakan daerah yang 

subur. 

 Daerah pantai, dengan ketinggian 2m sampai 8m diatas permukaan 

laut. Daerah ini membentang dibagian Utara meliputi Kecamatan 

Nguling, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Kraton, dan Kecamatan 

Bangil. 

Kabupaten Pasuruan pada umumnya beriklim tropis, dengan klasifikasi 

Schmidt dan Fergusan. Sebagian besar tipe iklim C dan selebihnya tipe B. 

Temperature sebagian besar wilayah antara 240 – 320 C, sedangkan untuk wilayah 

diatas 2.770 meter temperature terendah mencapai 50 C utamanya Kecamatan Tosari. 

Variasi hujan rata – rata dibawah 1.500 – 2500 mm. 

Keadaan Demografi Kabupaten Pasuruan dengan jumlah penduduk yang 

relatif besar tercatat 1.510.261 jiwa terdiri dari laki – laki 747.376 jiwa dan 

perempuan 762.885 jiwa. Dengan kepadatan 1024,59 jiwa/km2. Keaneka ragaman 

penduduk sebagian besar suku Jawa, suku Madura, Suku Tengger dan keturunan 
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asing antara lain : Cina, Arab, India. Kondisi penduduk menurut mata pencaharian 

terdiri dari : pertanian (33,98%), industri (24,69%), listrik, gas dan air (0,41%), 

perdagangan hotel dan restoran (17,79%), pertambangan dan galian (0,38%), 

bangunan (5,21%), keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan (0,33%), 

pengangkutan dan komunikasi (6,66%), dan jasa (10,55%). 

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengupayakan peningkatan pertumbuhan 

ekonomi melalui serangkaian regulasi dan kebijakan untuk menumbuhkembangkan 

partisipasi aktif rakyat/pemberdayaan ekonomi kerakyatanmelalui UKM dan 

Perindag, Bapemas serta sektor swasta dalam serangkaian aktifitas produksi barang 

dan jasa.  

Dari kinerja pembangunan ekonomi daerah tingkat pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Pasuruan pada tahun 2015 mencapai 5,31% dengan kekuatan ekonomi 

Rp. 6.397.872,16 juta dengan Realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp. 

87.356.770.052,57 dan Income Perkapita mencapai Rp. 9.302.164,- 

Pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah 

dan Dana Perimbangan dan lain – lain pendapatan yang sah. Pendapatan daerah tahun 

2015 sebesar Rp. 2.188.042.278.180,46  dan belanja sebesar Rp. 

2.391.542.278.180,46 sehingga defisit Rp. 203.500.000.000. Dengan Penerimaan Rp. 

210.631.488.387,00 dan Pengeluaran Rp. 7.131.488.387,50 sehingga sisa lebih 

anggaran Kabupaten Pasuruan pada tahun 2015 adalah Rp. 0,00. 
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4.1.1.2  Kecamatan Wonorejo 

Wilayah Kecamatan Wonorejo terletak + 29 Km. arah utara Ibukota 

Kabupaten Pasuruan yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh persawahan 

dan industri yaitu PT Nestle, PT Pocariswet, PT Amerta, PT Mayora dan lain 

sebagainya.  

Luas Wilayah Kecamatan Wonorejo13.075,144 Ha / 130.76 Km. dan 

mempunyai ketinggian 1.100 di atas permukaan laut, dengan batas-batas wilayah : 

1. Sebelah Utara  : Kabupaten Probolinggo 

2. Sebelah Timur  : Kecamatan kejayan 

3. Sebelah Selatan : Kecamatan Rembang 

4. Sebelah Barat  : Kecamatan Purwosari 

Keadaan demografi kecamatan Wonorejo dengan jumlah penduduk ± 75.000 

jiwa yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Tercatat di kecamatan 

Wonorejo berdiri berbagai Pondok Pesantren diantaranya pondok pesantren Al-

Yasini, pondok pesantren Al-Amien, pondok pesantren Sirojul Munir dan pondok 

pesantren Al-Hidayah serta pondok pesantren modern Salaf Al-Khoirot. 

Sebagian besar penduduk kecamatan wonorejo bekerja sebagai buruh 

Industri, terlihat dari banyaknya Industri yang ada di kecamatan ini. Dan prinsip 

kecamatan Wonorejo yakni semua industri yang ada di keamatan Wonorejo harus 

memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat kecamatan tersebut seperti 

penyediaan lapangan pekerjaan yang mana harus merekrut penduduk setempat 

terlebih dahulu. 



62 
 

 

Selain sebagai buruh Industri penduduk Wonorejo masih mengandalkan 

sektor Pertanian. Tanaman yang biasa ditanam oleh penduduk yaitu tanaman palawija 

dan bunga sedap malam. Dengan memanfaatkan aliran air sebagai irigasi yang tidak 

pernah kering setiap tahunnya. Dan aliran  air tersebut hampir melewati setiap desa 

atau dusun di kecamatan Wonorejo. 

Kecamatan Wonorejo sendiri memiliki 15 desa dan ke 15 desa tersebut 

memiliki potensi Sumber Daya Alam tersendiri. Berikut desa – desa di Kecamatan 

Wonorejo :  

Tabel 4.1 

Jumlah Desa di Kecamatan Wonorejo 

No Keterangan 

1. Desa Coban Blimbing 

2. Desa Jati Gunting 

3. Desa Karang Asem 

4. Desa Karang Menggah 

5. Desa Karangjati Anyar 

6. Desa Karangsono 

7. Desa Kendang Dukuh 

8. Desa Kluwut 

9. Desa Lebak Sari 

10. Desa Pakijangan 

11. Desa Robono 

12. Desa Sambisirah 

13. Desa Tamansari 

14. Desa Wonorejo 

15. Desa Wonosari 

Sumber : Pemerintah Kabupaten Wonorejo, Diolah 

Tabel 4.1 menjelaskan bahwa di Kecamatan Wonorejo terdapat lima belas 

(15) Desa. Dari ke lima belas (15)  desa tersebut terdapat tujuh (7) desa yang 

memiliki anggaran dinas luar daerah (Jakarta). Yaitu Desa Pakijangan, Desa Kluwut, 
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Desa Karangjati anyar, Desa Coban Belimbing, Desa Sambisirah, Desa Karangasem, 

dan Desa Tamansari. Akan tetapi dari ke tujuh (7) desa yang memiliki anggaran dinas 

ke luar daerah (Jakarta) hanya terdapat dua (2) desa yang tidak merealisasikan 

anggaran tersebut yaitu Desa Pakijangan dan Desa Kluwut 

4.1.1.3Desa Pakijangan 

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi lakukan bahwa Desa 

Pakijangan terletak di bagian utara Kecamatan Wonorejo. Batas wilayahnya yaitu 

sebelah utara adalah desa Karangjati Anyar, sebelah selatan adalah desa Kluwut, 

sebelah timur adalah desa Sambisirah, dan sebelah barat adalah desa Coban 

Belimbing.Berdasarkan data BPS kabupaten Pasuruan tahun 2015, selama tahun 

2015suhu rata-rata di Desa Pakijangan 25-32ºC. 

A. Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah 

Luas Wilayah Desa Pakijangan adalah 239 Ha. Luas lahan yang ada terbagi 

ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas 

umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain.  

Luas lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman adalah 40 Ha. Luas lahan 

yang diperuntukkan untuk pertanian adalah 165 Ha. Luas lahan untuk ladang tegalan 

dan perkebunan adalah 31 Ha. Luas lahan untuk Kuburan adalah 1 Ha. Sedangkan 

luas lahan untuk fasilitas umum adalah untuk perkantoran 2 Ha. 

Wilayah Desa Pakijangan secara umum mempunyai ciri geologis berupa 

lahan tanah hitam yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan 
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perkebunan.Berdasarkan data yang masuk, tanaman palawija seperti, jagung dan 

padiserta tanaman buah seperti Tomat dan terong serta bunga sedap malam juga 

mampu menjadi sumber pemasukan (income) yang cukup handal bagi penduduk desa 

ini. Kondisi alam yang demikian ini telah mengantarkan sektor pertanian secara 

umum menjadi penyumbang Produk Pangan Masyarakat Desa. Jenis tanah hitam 

Desa Pakijangan ini menjadi bagus sebagai lahan pertanian. 

B. Demografis atau Kependudukan 

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2015, jumlah 

penduduk Desa Pakijangan adalah 4.628 jiwa, dengan rincian 2.290laki-laki dan 

2.338 Perempuan yang tergabung dalam 1.802 KK.Berikut ini merupakan informasi 

penduduk berdasarkan klasifikasi usia yang dibuat dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Pakijangan Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah Perrsentase 

1 0-4 245 orang 5,30 

2 5-9 240 orang 5,20 

3 10-14 323 orang 6,99 

4 15-19 376 orang 8,13 

5 20-24 293 orang 6,34 

6 25-29 467 orang 9,99 

7 30-34 229 orang 4,96 

8 35-39 216 orang 4,68 

9 40-44 331 orang 7,16 

10 45-49 431 orang 9,32 

11 50-54 255 orang 5,52  

12 55-58 233 orang 5,04 

13 >59 989 orang 21,38 

Jumlah Total 4.628 orang 100,00 

 Sumber : Pemerintah Desa Pakijangan, Diolah 
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Data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun 

Desa Pujonkidul sekitar 1.967 atau sekitar43%. Hal ini merupakan modal berharga 

bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM. Potensi SDM di desa Pakijangan adalah 

laki-laki 2.290 dan perempuan 2.338 yang masuk dalam 1.802 Kartu Keluarga.  

C. Pendidikan 

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan 

masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan 

tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan 

masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan 

kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program 

pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Pendidikan biasanya 

akan dapat mempertajam sistematika berpikir atau pola pikir individu, selain mudah 

menerima informasi yang lebih maju dan tidak gagap teknologi. Di bawah ini adalah 

tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Pakijangan.  

Tabel 4.3 

Tamatan Sekolah Masyarakat Desa Pakijangan 

No. Keterangan Jumlah Prosentase 

1 Belum Sekolah 235 29,60 

2 Usia 7-45 tidak pernah 

sekolah 

73 9,19 

3 SD Tidak Tamat 84 10,58 

4 Tamat SD/Sederajat 205 25,82 

5 Tamat Sekolah SMP 92 11,59 

6 Tamat Sekolah SLTA 88 11,08 

7 Tamat D-1 7 0,88 
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Tabel 4.3 

Tamatan Sekolah Masyarakat Desa Pakijangan (Lanjutan) 

No. Keterangan Jumlah Prosentase 

8 Tamat D-2 3 0,38 

9 Tamat D-3 2 0,25 

10 Tamat S1 5 0,63 

       Jumlah Total 794 100 

 Sumber: Pemerintah Desa Pakijangan, Diolah 

 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa Pakijangan 

mayoritas penduduknya hanya menempuh pendidikan sampai SD, Namun banyak 

yang menamatkan sampai SLTA. Dalam hal ini kedua desa akan menghadapi Sumber 

Daya Manusia yang relatif tidak memadai dan tidak mempuni, keadaan tersebut 

merupakan tantangan tersendiri. Sebab ilmu pengetahuan setara dengan kekuasaan 

yang akan berimplikasi pada penciptaan kehidupan yang lebih baik.  

Rendahnya kualitas pendidikan di desa Pakijangan ditimbulkan karena 

kurangnya keinginan masyarakat untuk menyekolahkan putra-putri mereka, 

dikarenakan di sarana dan prasarana di kedua desa tersebut cukup memadai dan 

mudah dijangkau. 

D. Keadaaan Ekonomi 

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Pakijanganadalah 

bidang pertanian, peternakan dan buruh industri. Berdasarkan data yang ada jumlah 

angkatan kerja pada Desa Pakijangan berjumlah 1.984 orang yang terdiri atas 

masyarakat yang bekerja penuh berjumlah 345 orang, bekerja tidak tentu berjumlah 

327 orang, cacat dan tidak bekerja berjumlah 5 orang, cacat dan bekerja berjumlah 8 
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orang, bekerja sebagai ibu rumah tangga berjumlah 712 orang, dan umur 18-56 yang 

masih sekolah berjumlah 587 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah angkatan kerja 

Desa Pakijangan : 

Tabel 4.4 

Angkatan kerja Desa Pakijangan 

No Macam Pekerjaan  Jumlah Prosentase 

1. Umur 18-56 masih 

sekolah 

587 orang 29,57 

2. Ibu rumah tangga 712 orang 

 

35,89 

 

3. Bekerja penuh 345  orang 17,39 

4. Bekerja tidak tentu 327  orang 16,48 

5. Cacat dan tidak 

bekerja 

  5    orang 0,25 

6. Cacat bekerja   8     orang 0,40 

Jumlah 1.984 orang 100 

 Sumber: Pemerintah Desa Pakijangan, Diolah 

Dengan melihat data di atas maka angkatan kerja yang masih sekolah dan 

sebagai ibu rumah tangga relatif tinggi akan tetapi jumlah penduduk yang bekerja 

juga cukup tinggi.Maka bisa disebutkan bahwa keadaan ekonomi masyarakat 

pakijangan cukup baik. 

E. Sruktur Pemerintahan 

Rukun Tetangga (RT) adalah sebagai bagian dari satuan wilayah 

pemerintahan Desa Pakijangan memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap 

pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya 

dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah 

sebuah Padukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk. 
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Wilayah DesaKluwut terbagi di dalam 3 Rukun Warga (RW) yang tergabung 

di dalam 3 Dusun yaitu: Dusun Krajan,DusunDormas, Dusun Dormas Timur, yang 

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat 

strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. 

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Pakijangan 

tidak bisa lepas dari strukur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini 

dapat dilihat dalam bagan berikut ini: 

Bagan 4.1 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

DesaPakijangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pemerintah Desa Pakijangan, Diolah 

 Adapun tugas pokok dan fungsi pemerintah desa adalah sebagai berikut : 

 

BPD Kepala 

Desa 
Sekretaris 

Desa 

Kaur Umum 

Kuwowo 

Kebayan 

Modin 

Kaur 

Keuangan  

Kepetengan  

Kepala Dusun Kepala Dusun  Kepala Dusun  
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1. Kepala Desa 

a. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama BPD; 

b. Mengajukan rancangan peraturan desa; 

c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan 

bersama BPD; 

d. Membina kehidupan masyarakat desa; 

e. Membina ekonomi desa; 

f. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 

g. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perunfdang-

undangan; dan 

h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

2. Sekretaris Desa  

a. Tugas pokok : membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan 

melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan 

penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. 

b. Fungsi : 

 Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk 

kelancaran tugas kepala desa; 
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 Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan; 

 Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan 

sementara; 

 Penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa; 

 Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah desa 

 Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan 

 Pelaksasanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa 

3. Kepala Urusan (Kaur) Umum 

a. Tugas pokok : membantu sekretasris desa dalam melaksanakan 

administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris 

kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. 

b. Fungsi :  

 Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat 

keluar serta pengendalian tata kearsipan 

 Pelaksanaan pencacatatan inventarisasi kekayaan desa 

 Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum 

 Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis 

kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor 

 Pengelolaan administrasi perangkat desa 

 Persiapan bahan-bahan laporan; dan  

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa 
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4. Kepala Urusan Keuangan 

a. Tugas pokok : membantu sekretaris desa dalam melaksanakan 

pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan 

desa dan mempersiapkan bahan APBDesa. 

b. Fungsi : 

 Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa 

 Persiapam bahan penyusuna APB desa 

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa 

5. Kepala Urusan Pemerintahan (Kebayan) 

a. Tugas pokok : membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan 

administrasi pertahanan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban 

masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, 

kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa 

b. Fungsi :  

  Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan 

 Mempersiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa 

dan keputusan kepala desa 

 Pelaksana kegiatan administrasi pertahanan 

 Pelaksana kegiatan pencatatan monografi desa 
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 Menyiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan 

kelembagaan masyarakat uuntuk kelancaran penyelenggaraan 

pemerintahan desa 

 Menyiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan 

yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan 

ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan 

 Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa. 

6. Kepala Urusan Pembangunan (Kuwowo)  

a. Tugas pokok : membantu kepala desa dalam melakksanakan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat 

dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan 

pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan 

pelaksanaan tugas pembantuan. 

b. Fungsi : 

 Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan 

masyarakat  

 Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan 

 Pengelolaan tugas pembantuan;  dan 

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. 

7. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Modin)  
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a. Tugas pokok : membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta 

melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial 

kemasyarakatan.  

b. Fungsi :  

 Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan 

 Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan 

beragama 

 Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan 

masyarakat dan sosial kemasyarakata; dan 

 Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa. 

8. Kepala Dusun (Kasun) 

a. Tugas :  

 Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya 

 Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan 

gotong royong masyarakat 

 Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada 

masyarakat  

 Membantu kepala desa dalamm pembinaan dan mengkoordinasikan 

kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) 

 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. 
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b. Fungsi : 

  Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, 

pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah 

dusun 

 Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya 

 Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya 

gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian 

 Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan 

ketentraman dan ketertiban masyarakat 

 Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa. 

9. Badan Perwakilan Desa (BPD) 

a. Fungsi : menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung 

dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

b. Tugas  

 Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa 

 Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan 

peraturan kepala desa  

 Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa 

 Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat  
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 Menyusun tata tertib BPD 

Secara umum pelayanan pemerintahan desa Pakijangan kepada masyarakat 

sangat memuaskan. Beberapa warga menyatakan bahwa pelayanan umum seperti 

pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dapat dikerjakan dengan cepat dalam waktu 

24 jam. Begitu pula untuk pengurusan surat-surat penting lainnya seperti akti kenal 

lahir dan akte kematian, sehingga secara umum masyarakat merasa terlayani secara 

baik 

4.1.1.4Desa Kluwut 

Secara administratif, desa Kluwut terletak di wilayah Kecamatan Wonorejo 

Kabupaten Pasuruan, dimana desa Pakijangan dan desa Kluwut saling berhadapan.  

Desa Pakijangan sebelah utara desa Kluwut dan desa Kluwut sebelah selatan Desa 

Pakijangan. Di sebelah timur desa Kluwut berbatasan dengan desa Sambisirah, 

sebelah selatan adalah desa Lebaksari, dan sebelah barat adalah desa Coban 

Belimbing. 

A. Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah 

Luas desa kluwut adalah 205,13 Ha, terdiri dari 59,76 Ha adalah tanah sawah, 

101,37 Ha adalah irigasi, 43 Ha adalah pemukiman dan 1Ha adalah kuburan. Seperti 

halnya desa Pakijangan, tanah desa Kluwut juga cocok untuk pertanian palawija 

seperti jagung dan padi. Pada setiap desa di keacamatan Wonorejo terdapat aliran air 

sungai namun tawar yang masyarakat andalkan untuk kepentingan sehari-hari seperti 

untuk mengairi sawah, untuk keperluan mandi dan mencuci. 
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B. Demografis atau Kependudukan 

Sedang penduduk desa Kluwut berjumlah 2.698 jiwa yang tergolong dalam 

1.234 KK. Jumlah penduduk desa Kluwut dapat dilihat pada tabel 4.5 : 

Tabel 4.5 

Jumlah Penduduk Kluwut Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah Perrsentase 

1 0-4 153 orang 5,67 

2 5-9 198 orang 7,34 

3 10-14 236 orang 8,75 

4 15-19 221 orang 8,19 

5 20-24 265 orang 9,82 

6 25-29 215orang 7,97 

7 30-34 211 orang 7,82 

8 35-39 255 orang 9,45 

9 40-44 178 orang 6,60 

10 45-49 166 orang 6,15 

11 50-54 184 orang 6,82 

12 55-58 188orang 6,97 

13 >59 228orang 8,45 

Jumlah Total 2.698orang 100,00 

 Sumber : Pemerintah Desa Kluwut, Diolah 

C. Pendidikan 

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan 

masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan 

tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan 

masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan 

kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program 

pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Pendidikan biasanya 

akan dapat mempertajam sistematika berpikir atau pola pikir individu, selain mudah 



77 
 

 

menerima informasi yang lebih maju dan tidak gagap teknologi. Di bawah ini adalah 

tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Kluwut.  

 

Tabel 4.6 

Tamatan Sekolah Masyarakat Desa Kluwut 

No. Keterangan Jumlah Prosentase 

1 Belum Sekolah 253 34,52 

2 Usia 7-45 tidak pernah 

sekolah 

87 11,87 

3 SD Tidak Tamat 65 8,87 

4 Tamat SD/Sederajat 193 26,33 

5 Tamat Sekolah SMP 83 11,32 

6 Tamat Sekolah SLTA 45 6,14 

7 Tamat D-1 2 0,27 

8 Tamat D-2 2 0,27 

9 Tamat D-3 2 0,27 

10 Tamat S1 1 0,14 

       Jumlah Total 733 100 

 Sumber: Pemerintah Desa Kluwut, Diolah 

 

Tabel 4.6di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa Kluwut 

mempunyai permasalahan yang sama yakni mayoritas penduduknya hanya 

menempuh pendidikan sampai SD, Namun banyak yang menamatkan sampai SLTA. 

Dalam hal ini kedua desa akan menghadapi Sumber Daya Manusia yang relatif tidak 

memadai dan tidak mempuni, keadaan tersebut merupakan tantangan tersendiri. 

Sebab ilmu pengetahuan setara dengan kekuasaan yang akan berimplikasi pada 

penciptaan kehidupan yang lebih baik.  

Rendahnya kualitas pendidikan di desa Kluwut ditimbulkan karena kurangnya 

keinginan masyarakat untuk menyekolahkan putra-putri mereka, dikarenakan di 

sarana dan prasarana di kedua desa tersebut cukup memadai dan mudah dijangkau 
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D.  Keadaaan Ekonomi 

Desa Kluwut memiliki potensi SDM sebanyak 3.236 jiwa. Yang terdiri dari 

laki-laki 1.597 jiwa dan perempuan 1.639 jiwa dalam 931 KK. Berikut adalah mata 

pencaharian poko desa Kluwut tahun 2015 : 

Tabel 4.7 

Mata pencaharian Desa Kluwut 

No Mata 

Pencaharian 

Jumlah Prosentase 

1. Petani  581 orang 54,05 

2. Buruh tani 233 orang 

 

21,67 

 

3. Buruh/swasta 181 orang 16,83 

4. Pegawai Negeri 5 orang 0,46 

5. Pengrajin    18  orang 1,67 

6. Pedagang    71   orang 6,60 

7. Peternak  1 orang 0,09 

8. Montir  8 orang 0,74 

Jumlah 1.075orang 100 

 Sumber: Pemerintah Desa Kluwut, Diolah 

Dari tabel 4.7 di atas menjelaskan bahwasanya mata pencaharian desa Kluwut 

rata-rata adalah bekerja sebagai petani yakni 581 orang, di ikuti dengan buruh tani 

sebanyak 233 orang, kemudian yang bekerja sebagai buruh/swasta 181 orang, sebagai 

pedagang sebanyak 71 orang, sebanyak 18 orang bekerja sebagai pengrajin, montir 

sebanyak 8 orang, pegawai negeri 5 orang dan 1 orang bekerja sebagai peternak. 

E. Sruktur Pemerintahan 

Rukun Tetangga (RT) adalah sebagai bagian dari satuan wilayah 

pemerintahan Desa Kluwut memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan 

kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan 
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pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah 

Padukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk. 

Wilayah DesaKluwut terbagi di dalam 5 Rukun Warga (RW) yang tergabung 

di dalam 5 Dusun yaitu: Dusun Krajan,DusunLimasan, Dusun Karangpoh, Dusun 

Curah Banyak, dan Dusun Kluwut Utara, yang masing-masing dipimpin oleh seorang 

Kepala Dusun.  

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Kluwut tidak 

lepas dari strukur pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini: 

Bagan 4.2 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Desa Kluwut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PemerintahDesa Kluwut, Diolah 

BPD Kepala 

Desa 
Sekretaris 

Desa 

Kaur Umum 

Kuwowo 

Kebayan 

Modin 

Kaur 

Keuangan  

Kepetengan  

 

Kepala Dusun Kepala Dusun  Kepala Dusun  
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 Adapun tugas pokok dan fungsi pemerintah desa adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Desa 

a. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama BPD; 

b. Mengajukan rancangan peraturan desa; 

c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan 

bersama BPD; 

d. Membina kehidupan masyarakat desa; 

e. Membina ekonomi desa; 

f. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 

g. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perunfdang-

undangan; dan 

h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

2. Sekretaris Desa  

a. Tugas pokok : membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan 

melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan 

penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. 

b. Fungsi : 
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 Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk 

kelancaran tugas kepala desa; 

 Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan; 

 Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan 

sementara; 

 Penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa; 

 Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah desa 

 Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan 

 Pelaksasanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa 

3. Kepala Urusan (Kaur) Umum 

a. Tugas pokok : membantu sekretasris desa dalam melaksanakan 

administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris 

kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. 

b. Fungsi :  

 Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat 

keluar serta pengendalian tata kearsipan 

 Pelaksanaan pencacatatan inventarisasi kekayaan desa 

 Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum 

 Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis 

kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor 

 Pengelolaan administrasi perangkat desa 
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 Persiapan bahan-bahan laporan; dan  

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa 

4. Kepala Urusan Keuangan 

a. Tugas pokok : membantu sekretaris desa dalam melaksanakan 

pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan 

desa dan mempersiapkan bahan APBDesa. 

b. Fungsi : 

 Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa 

 Persiapam bahan penyusuna APB desa 

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa 

 

5. Kepala Urusan Pemerintahan (Kebayan) 

a. Tugas pokok : membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan 

administrasi pertahanan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban 

masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, 

kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa 

b. Fungsi :  

  Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan 

 Mempersiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa 

dan keputusan kepala desa 

 Pelaksana kegiatan administrasi pertahanan 
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 Pelaksana kegiatan pencatatan monografi desa 

 Menyiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan 

kelembagaan masyarakat uuntuk kelancaran penyelenggaraan 

pemerintahan desa 

 Menyiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan 

yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan 

ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan 

 Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa. 

6. Kaur Pembangunan (Kuwowo)  

a. Tugas pokok : membantu kepala desa dalam melakksanakan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat 

dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan 

pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan 

pelaksanaan tugas pembantuan. 

b. Fungsi : 

 Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan 

masyarakat  

 Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan 

 Pengelolaan tugas pembantuan;  dan 

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. 
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7. Kaur Kesejahteraan Rakyat (Modin)  

a. Tugas pokok : membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta 

melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial 

kemasyarakatan.  

b. Fungsi :  

 Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan 

 Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan 

beragama 

 Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan 

masyarakat dan sosial kemasyarakata; dan 

 Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa. 

8. Kepala Dusun (Kasun) 

a. Tugas :  

 Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya 

 Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan 

gotong royong masyarakat 

 Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada 

masyarakat  

 Membantu kepala desa dalamm pembinaan dan mengkoordinasikan 

kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) 
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 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. 

b. Fungsi : 

  Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, 

pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah 

dusun 

 Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya 

 Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya 

gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian 

 Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan 

ketentraman dan ketertiban masyarakat 

 Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa. 

9. Badan Perwakilan Desa (BPD) 

a. Fungsi : menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung 

dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

b. Tugas  

 Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa 

 Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan 

peraturan kepala desa  

 Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa 
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 Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat  

 Menyusun tata tertib BPD 

4.2 Analisis Data 

4.2.1Analisis Alokasi Dana Desa 

Dalam Undang – Undang No. 14 Tahun 2014 Pasal 18 bahwasanya semenjak 

dikeluarkan Undang – undang tersebut Desa mempunyai Kewenangan sendiri. 

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan 

adat istiadat Desa. Dan untuk melaksanakan Kewenangan tersebut Desa memerlukan 

Anggaran dan salah satu anggaran tersebut adalah Alokasi Dana Desa. 

.Dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015Alokasi Dana Desa, 

selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota 

dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi 

Dana Alokasi Khusus. Begitu juga menurut peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan 

Nomor 6 Tahun 2015 Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang dirterima 

Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah 

dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada setiap desa secara adil dan 

proporsional. 
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Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, 

dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur 

masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan 

secara administrasi, teknis dan hukum. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan 

dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. 

1. Tujuan Alokasi Dana Desa 

Menurut Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 8 Tahun 2011 tentang pedoman 

umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa bahwa tujuan pemberian Alokasi Dana Desa 

adalah sebagai berikut : 

1.  Untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam 

pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai 

dengan kewenangannya; 

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara 

partisipatif sesuai dengan potensi desa; 

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan keja, dan kesempatan 

berusaha bagi masyarakat desa; 

4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. 

2. Penggunaan Alokasi Dana Desa 

Peraturan Bupati Pasuruan No. 8 tahun 2011 pasal 7 menyebutkan bahwa 

penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara pemerintah desa dengan 



88 
 

 

BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDesa) tahun berjalan. Kegiatan – kegiatan yang didanai oleh 

Alokasi Dana Desa adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APBDesa. 

Bagian dari Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah 

Desa sebesar-besarnya 30% dan 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. 

Untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-besarnya 30% dapat 

digunakan antara lain : 

a. Pembelian alat tulis kantor 

b. Pembayaran rekening listrik, telepon, dan air kantor 

c. Biaya fotocopy, cetak, dan penggandaan 

d. Biaya pemeliharaan kantor  

e. Biaya perawatan kantor 

f. Biaya konsumsi rapat 

g. Biaya perjalanan dinas aparat pemerintah daerah atau BPD 

h. Uang kehormatan BPD 

i. Dan kegiatan lain yang dianggap penting. 

Untuk penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat sebesar-besarnya 70% 

dapat digunakan antara lain: 

a. Biaya perbaikan sara publik skala kecil 

b. Penyertaa modal usaha masyarakat melalui BUMDes 

c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan 
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d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman 

e. Teknologi tepat guna 

f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan  

g. Pengembangan sosial, budaya dan keagamaan 

h. Biaya kegiatan bulan bhakti gotong royong 

i. Biaya kegiatan perlombaan desa 

j. Kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga 

k. Kegiatan kepemudaan 

l. Kegiatan peringatan hari besar nasional/Islam 

m. Bantuan biaya pemilihan Kepala Desa atau Kepala Dusun 

n. Pembinaan RT/RW 

o. Dan kegiatan lain yang dianggap penting. 

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Pakijangan Bapak Soeprapto pada Hari 

Senin tanggal 4 April 2016 tentang penggunaan Alokasi Dana Desa : 

“Di desa Pakijangan, sudah mengikuti peraturan yang ada salah satunya 

Peraturan Bupati Pasuruan No. 8 tahun 2011 dimana Alokasi Dana Desa 

Pakijangan sebsar 30% digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa, 

termasuk untuk biaya tunjangan aparat desa. Dan sebesar 70% digunakan untuk 

pemberdayaan masyarakat” (Bapak Soeprapto Kepala Desa Pakijangan tanggal 4 

Tahun 2016) 

 

Begitu juga dengan desa Kluwut bahwasanya Desa Kluwut juga telah 

berpedoman pada peraturan yang telah ada. 

Penggunaan anggaran harus sesuai dengan aturan yang ada, sebab anggaran 

dana desa adalah sebuah amanah bagi Pemerintah desa. Dan amanah tersebut harus 



90 
 

 

disampaikan dengan sebenar-benarnya. Surat Al-Anfaal Ayat 27 menjelaskan tidak 

bolehnya menghianati amanah yang telah di amanahkan, sebagai berikut : 
نُوا ا الَّذِينا آما تِكُمْ واأانْ تُمْ  يَا أاي ُّها اناا ُونوُا أاما وُنوُا اللََّّا واالرَّسُولا واتَا لا تَا

 ت اعْلامُونا 
 

Artinya : 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul 

(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanah yang 

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfaal Ayat 27) 

 

Dalam hadist yang telah di riwayatkan oleh Bukhori sebagai berikut : 

ِ عَيْ أبًَِ بشُْدةََ عَيْ  ٌْذِ بْيِ عَبْذِ اللََّّ ذُ بْيُ الْعَلَاءِ حَذَّثٌََا أبَُْ أسَُاهَتَ عَيْ بشَُ أبًَِ حَذَّثٌََا هُحَوَّ

سُبَّوَا  َّ فِزُ  ٌْ سَلَّنَ قَالَ الْخَاصِىُ الْوُسْلِنُ الْأهٍَِيُ الَّزِي ٌُ َّ  َِ ٍْ ُ عَلَ ِ صَلَّى اللََّّ ًّ قَالَ هُْسَى عَيْ الٌَّبِ

َِ كَاهِلًا   .ٌعُْطًِ هَا أهُِشَ بِ

Artinya: 

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Alaa' telah menceritakan 

kepada kami Abu Usamah dari Buraid bin 'Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa 

dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang bendahara muslim yang 

amanah adalah orang yang melaksanakan tugasnya (dengan baik) ". Dan seolah 

Beliau bersabda: "Dia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan 

sempurna .HR. Bukhori). 

 

 

3. Penentuan Jumlah Bantuan Alokasi Dana Desa 

Besarnya jumlah dana bantuan berupa Alokasi Dana Desa dalam Peraturan 

Bupati Pasuruan No. 8 tahun 2011 pasal 5 dihitung menggunakan rumus Alokasi 
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Dana Desa berdasarkan azas yang adildan merata. Dengan variabel Independent 

utama yang meliputi : 

a. Kemiskinan 

b. Pendidikan dasar 

c. Kesehatan 

d. Dan keterjangkauan desa. 

Dari hasil observasi terhadap masing-masing desa, kedua desa setuju jika 

Alokasi Dana Desa berdasarkan azas adil dan merata seperti yang telah tertuang 

dalam  Peraturan Bupati Pasuruan No. 8 tahun 2011 pasal 5. Kedua desa percaya 

bahwa ketentuan tersebut telah dipertimbangkan dan disetujui oleh pihak-pihak yang 

berwenang. 

Dalam Surat Al-Muthaffifin Ayat 1-6 menjelaskan bahwasanya dalam hal 

timbangan dan takaran tidak boleh curang sebab akan mengundang kerusakan di 

dunia dan celaka di akhirat, berikut bunyi ayat tersebut : 

.وَإِذَا كَالُوهُمْ  لَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَ وْفُونَ   . وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيَ    
.لِيَ وْمٍ عَظِيمٍ   عُوثوُنَ   أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَن َّهُمْ مَب ْ . أَوْ وَزنَوُهُمْ يُُْسِرُونَ    

 يَ وْمَ يَ قُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيَ 
Artinya :  

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,(yaitu) orang-orang yang 

apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,dan apabila 

mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah 

orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu 
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hari yang besar, yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta 

alam.”(QS. Al-Muthaffifin Ayat 1-6) 

 

Surat Al-Muthaffifin Ayat 1-6 menjelaskan bahwa tidak boleh curang dalam 

hal timbangan dan takaran. Oleh sebab itu dalam penentuan jumlah bantuan dana 

harus benar-benar didasarkan pada variabel sesuai dengan Undang-undang yang ada.  

Dalam sebuah hadist yang di riwayatkan oleh Imam Muslim tentang 

keutamaan berlaku adil bagi Pemerintah yaitu: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُقْسِطِيَ عِنْدَ اللََِّّ   عَلَى مَنَابرَِ مِنْ نوُرٍ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرٍو قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
الرَّحَْْنِ عَزَّ وَجَلَّ وكَِلْتَا يدََيْهِ يََِيٌ الَّذِينَ يَ عْدِلُونَ فِ حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا يََِيِ   

 

Artinya : 

“Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW telah bersabda, 

'Sesungguhnya para pemimpin yang adil di sisi Allah, akan berada di atas mimbar 

yang terbuat dari cahaya. Mereka akan berada di sebelah kanan Dzat Yang Maha 

Pemurah, dan kedua tangannya juga berada disebelah kanan-Nya. Mereka itulah 

orang-orang yang berlaku adil terhadap ketentuan hukum, rakyat, dan terhadap 

kekuasaan yang dilimpahkan kepada mereka.” (HR. Muslim) 

 

4. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa 

Peraturan Bupati Pasuruan No. 8 tahun 2011 pasal 6 menjelaskan mekanisme 

penyaluran Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut : 

a. Penyediaan dana untuk Alokasi Dana Desa beserta pengelolaannya 

dianggarkan dalam APBDesa setiap tahunnya 
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b. Pengajuan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan oleh pemerintah desa yang 

besarannya disesuaikan dengan hasil musyawarah desa yang tertuang 

dalam peraturan desa tentang APBDesa tahun berjalan 

c. Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan 

kepala desa 

d. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa 

kepada bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat 

Kabupaten Pasuruan setelah dilakukan verifikasi oleh Camat 

e. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan meneruskan 

berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepada Dinas 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan 

f. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah akan menyalurkan Alokasi Dana 

Desa langsung dari Kas Daerah langsung ke Rekening Desa 

g. Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan 

secara bertahap yaitu setiap 6 bulan sekali. 

Bapak Ali Sodikin selaku Kepala Desa Kluwut menjelaskan mekanisme 

penyaluran Alokasi Dana Desa sebagai berikut : 

“Dalam hal penyaluran alokasi dana desa pemerintah desa membuka rekening 

sendiri pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa yaitu saya 

sendiri. Kemudian saya mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa 

kepada bupati kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten/kota 

melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian 

pemerintahan desa pada setda kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan 

berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan setda kebupaten/kota atau 

kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD)  atau kepala badan pengelola 
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keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD). Selanjutnya  Kepala bagian 

keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan alokasi 

dana desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan alokasi 

dana desa dalam ABDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan 

kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota biasanya 6 bulan sekali.” (Bapak 

Ali Sodikin Kepala Desa Kluwut tanggal 5 tahun 2016) 

4.2.1.1Desa Pakijangan 

Alokasi Dana Desa dari hasil wawancara dengan bapak Soeprapto selaku 

Kepala Desa Pakijangan yaitu :  

“Alokasi Dana Desa itu adalah dana yang diperoleh oleh tiap desa dan bersumber 

dari  dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah dalam anggaran dan 

pendapatan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus yang nantinya 

ADD tersebut akan ditransfer langsung ke rekening desa”(Kepala Desa, Senin 4 

April 2016) 

 

A. Program Kegiatan Alokasi Dana Desa Desa Pakijangan Tahun 2015 

 

Adapun program kerja yang dibiayai oleh alokasi dana desa di desa 

Pakijangan Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Program Kegiatan Alokasi Dana Desa Di Desa Pakijangan Tahun 2015 

 

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban ADD 

             desa Pakijangan tahun 2015, Diolah 

 

No. Program 

1. Belanja operasional penyelenggaraan 

PemDes 

2. Belanja tunjangan penghasilan perangkat 

desa 

3. Belanja operasional perkantoran 

4. Bidang operasional bidang pelaksanaan 

pembangunan 

5. Belanja barang dan jasa 

6. Bidang pembinaan kemasyarakatan 

7. Bidang pemberdayaan masyarakat 

8. Perjalanan dinas luar daerah 
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B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pakijangan Tahun 2015 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut Permendagri No 113, 

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Menurut Bapak 

Soeprapto selaku Kepala Desa Pakijangan dari hasil wawancara pada Hari Senin 

tanggal 4 April 2016 beliau menyebutkan : 

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan Desa 

dalam satu tahun anggaran yang memuat tentang pendapatan Desa baik itu 

pendapatan dari Alokasi Dana Desa maupun pendapatan dari Dana Desa serta 

bantuan dari Kabupaten, yang selanjutnya akan digunakan untuk Belanja Desa 

baik digunakan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, maupun 

belanja tak terduga” (Hari Senin tanggal 4 April 2016) 

 

 Tahun 2015 Desa Pakijangan mendapatkan dana bantuan sebesar 

Rp.669.790.091,- yang diperoleh dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan 

Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten yang tercantum dalam Tabel berikut : 

Tabel 4.9 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Pemerintah Desa Pakijangan 

Tahun Anggaran 2015 

Pendapatan Jumlah  Belanja Desa Jumlah 

Alokasi dana desa

  

272.600.000,- Bidang 

penyelenggaraan 

pemerintah desa 

234.830.000,- 

Dana desa 279.590.091,- Bidang 

pembangunan 

344.590.091,- 

Bantuan keuangan 

pemerintah 

kabupaten 

117.600.000,- Bidang pembinaan 

kemasyarakatan 

47.300.000,- 

  Bidang 

pemberdayaan 

masyarakat   

43.070.000,- 

Sumber: APBDesa Pakijangan 2015, Diolah 
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Tabel 4.9 menjelaskan bahwa pendapatan desa dari Alokasi Dana Desa 

sebesar Rp. 272.600.000,- pendapatan dari Dana Desa Rp. 279.590.091,- 

pendapatan dari Bantuan keuangan pemerintah kabupaten Rp. 117.600.000,- 

Dana Tersebut digunakan untuk Belanja desa Bidang penyelenggaraan 

pemerintah desa Rp. 234.830.000,- Belanja desa Bidang pembangunan Rp. 

344.590.091,- dan Belanja desa Bidang pembinaan kemasyarakatat Rp. 

47.300.000,- Belanja desa Bidang pemberdayaan masyarakat  Rp. 43.070.000,- 

Berikut Anggaran Belanja Desa Pakijangan yang di ambil dari Alokasi 

Dana Desa untuk tahun anggaran 2015 : 

Tabel 4.10 

Anggaran Belanja Desa Pakijangan dari Alokasi Dana Desa 

Tahun 2015 

No. Nama Program Anggaran 

(RP) 

Persentase 

(%) 

KET 

1. Belanja Tunjangan BPD 13.200.000 4,84 ADD 30% 

2. Belanja Tunjangan LPM 1.300.000 0,48 ADD 30% 

3. Belanja Tunjangan Linmas 4.500.000 1,65 ADD 30% 

4. Intensif bendahara desa 1.200.000 0,44 ADD 30% 

5. Belanja Tunjangan Modin Kematian 1.200.000 0,44 ADD 30% 

6. Belanja Tunjangan Kader Posyandu 3.000.000 1,10 ADD 30% 

7. Belanja Tunjangan Petugas Kematian 1.000.000 0,37 ADD 30% 

8. Belanja Tunjangan Petugas Kebersihan 1.200.000 0,44 ADD 30% 

9. Belanja Operasional Perkantoran 40.780.000 14,95 ADD 30% 

10. Bantuan Pembinaan Kelembagaan 

Masyarakat 

9.800.000 3,60 ADD 70% 

11. Bantuan Pembinaan Anggota Linmas 4.500.000 1,65 ADD 70% 

12. Bantuan Pembinaan Kepemudaan dan 

Olahraga 

10.000.000 3,67 ADD 70% 

13. Bantuan Pembinaan Organisasi 

Perempuan 

20.0000.000 7,34 ADD 70% 
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Tabel 4.10 

Anggaran Belanja Desa Pakijangan dari Alokasi Dana Desa (Lanjutan) 

Tahun 2015 

No. Nama Program Anggaran 

(RP) 

Persentase 

(%) 

KET 

14. Bantuan Pembinaan Kaderisasi 

Posyandu 

3.000.000 1,10 ADD 70% 

15. Bantuan Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat 

43.070.000 15.80 ADD 70% 

16. Belanja Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan 

37.000.000 13,57 ADD 70% 

17. Perjalanan Luar Daerah 14.400.000 5,28 ADD 70% 

18. Perbaikan Jalan Lapangan Sekolah 8.000.000 2,93 ADD 70% 

19. Paving SD Pakijangan II 10.000.000 3,67 ADD 70% 

20. Paving Jln. Lapangan  10.000.000 3,67 ADD 70% 

Sumber : APBDesa Pakijangn Tahun 2015, Diolah 

 

Tabel 4.10 dapat diketahui jumlah biaya yang dikeluarkan oleh desa 

Pakijangan untuk program kegiatan alokasi dana desa (ADD) mempunyai nilai 

nominal yang berbeda-beda. Besar kecilnya nilai nominal tersebut tergantung dari 

kebijakan desa. 

Sebagai ilustrasi perhitungan persentase penyebaran anggaran dalam 

program kegiatan alokasi dana desa (ADD) yang ada pada desa Pakijangan 

kecamatan Wonorejo kabupaten Pasuruan dicontohkan pada program 

BantuanBidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :  

Persentase  
        

              
 × 100% 

Persentase  
          

           
 × 100% 

   = 15.80% 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.7 diatas. Dari tabel diatas 

dapat dilihat dana yang ada paling banyak dialokasikan untuk program bantuan 

bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 43.070.000,- atau sebesar 15,80% 

dari total anggaran Rp. 272.600.000,-. Berikutnya dialokasikan untuk belanja 

operasional perkantoran sebesar Rp. 40.780.000,- atau 14,95%, belanja modal 

Rp 23.600.000,- atau 8,66%, bantuan pembinaan organisasi Rp. 20.000.000,- 

atau 7,34%, perjalanan luar daerah Rp. 14.400.000,- atau 5,28%, belanja 

tunjangan BPD Rp. 13.200.000,- atau 4,84%, belanja bidang pembangunan Rp. 

37.000.000,- atau 13,57%,  pembinaan organisasi perempuan Rp. 20.000.000,- 

atau 7,34%, paving SD pakijangan II Rp. 10.000.000,- atau 3,67%, paving Jl. 

Lapangan Rp. 10.000.000,- atau 3,67%, belanja operasional RT/RW Rp. 

10.500.000,- atau 3,85%, bantuan pembiaan kepemudaan dan olahraga Rp. 

10.000.000,- atau 3,67%, bantuan pembinaan kelembagaan masyarakat Rp. 

9.800.000,- atau 3,60%, perbaikan jalan lapangan sekolah Rp. 8.000.000,- atau 

2,93%, bantuan pembinaan anggota linmas Rp. 4.500.000,- atau 1,65%, belanja 

tunjangan linmas Rp. 4.500.000,- atau 1,65%, bantuan pembinaan kaderisasi 

posyandu Rp. 3.000.000,- atau 1,10%, belanja tunjangan kader posyandu Rp. 

3.000.000,- atau 1,10%, belanja tunjangan LPM Rp. 1.300.000,- atau 0,48%, 

intensif bendahara desa Rp. 1.200.000,- atau 0,44%, belanja tunjangan modin 

kematian Rp. 1.200.000,- atau 0,44%, belanja tunjangan petugas kematian Rp. 

1000.000,- atau 0,37%, belanja tunjangan petugas kebersihan Rp. 1.200.000,- 
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atau 0,44%, dan terakhir dialokasikan untuk belanja operasional BPD Rp. 

1.350.000,- atau 0,5% dari total anggaran. 

4.2.1.2 Desa Kluwut 

Alokasi Dana Desa dari hasil wawancara dengan Bapak Ali Sodikin selaku 

Kepala Desa Kluwut yaitu :  

 “Menurut sepengetahuan saya, Alokasi Dana Desa itu adalah dana yang diperoleh 

oleh desa yang bersumber dari  dana perimbangan yang diterima pemerintah 

daerah dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah setelah dikurangi dana 

alokasi khusus. ADD tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan desa 

seperti belanja tunjangan pegawai, belanja operasional perkantoran dan lain 

sebagainya, seperti yang telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa. ADD tersebut akan ditransfer langsung ke rekening desa”(Bapak Ali 

Sodikin Kepala Desa Kluwut, Selasa 5 April 2016) 

 

Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 

2014 : 

 

“Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang 

diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus” 

 

A. Program Kegiatan Alokasi Dana Desa Kluwut Tahun 2015 

 

Adapun program kerja yang dibiayai oleh alokasi dana desa di desa 

Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.11 

Program Kegiatan Alokasi Dana Desa Di Desa Kluwut Tahun 2015 

No. Program 

1. Belanja operasional penyelenggaraan PemDes 

2. Belanja tunjangan penghasilan perangkat desa 

3. Belanja operasional perkantoran 

4. Bidang operasional bidang pelaksanaan 

pembangunan 

5. Belanja barang dan jasa 

6. Bidang pembinaan kemasyarakatan 
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Tabel 4.11 

Program Kegiatan Alokasi Dana Desa Di Desa Kluwut Tahun 2015 

(Lanjutan) 

No. Program 

7. Bidang pemberdayaan masyarakat 

8. Bidang tak terduga 

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban ADD Kluwut, Diolah 

 

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kluwut Tahun 2015 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut Permendagri No 113, 

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Menurut Bapak 

Ali Sodikin selaku Kepala Desa Kluwut dari hasil wawancara pada Hari Senin 

tanggal 5 April 2016 beliau menyebutkan : 

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan Desa 

dalam satu tahun anggaran yang memuat tentang pendapatan Desa baik itu 

pendapatan dari Alokasi Dana Desa maupun pendapatan dari Dana Desa serta 

bantuan dari Kabupaten Pendapatan Asli Desa itu sendiri, yang selanjutnya akan 

digunakan untuk Belanja Desa baik digunakan untuk pembangunan desa, 

pemberdayaan masyarakat, maupun belanja tak terduga” (Bapak Ali Sodikin 

Kepala Desa Kluwut Hari Senin tanggal 5 April 2016). 

 

 Tahun 2015 Desa Kluwut mendapatkan dana bantuan sebesar 

Rp.717.168.521,- yang diperoleh dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan  

Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pendapatan Asli Desa. Untuk 

lebih jelas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kluwut tercantum dalam 

Tabel berikut : 
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Tabel 4.12 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Pemerintah Desa Kluwut 

Tahun Anggaran 2015 

Pendapatan Jumlah  Belanja Desa Jumlah 

Alokasi dana desa  278.000.000,- Bidang 

penyelenggaraan 

pemerintah desa 

246.500.000,- 

Dana desa 275.068.521,- Bidang 

pembangunan 

390.302.716,- 

Bantuan keuangan 

pemerintah kabupaten 

156.600.000,- Bidang pembinaan 

kemasyarakatan 

52.780.850,- 

Pendapatan Asli Derah 6.500.000,- Bidang 

pemberdayaan 

masyarakat   

22.025.000,- 

  Bidang tak terduga 5.560.000,- 

Sumber: APBDesa Kluwut 2015, Diolah 

 

Tabel 4.12 menjelaskan bahwa pendapatan desa Kluwut dari Alokasi 

Dana Desa sebesar Rp. 278.000.000,- pendapatan dari Dana Desa Rp. 

275.068.521,- pendapatan dari Bantuan keuangan pemerintah kabupaten Rp. 

156.600.000,- dan Pendapatan Asli Desa Rp. 6.500.000,- Dana Tersebut 

digunakan untuk Belanja desa Bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp. 

246.500.000,- Belanja desa Bidang pembangunan Rp. 390.302.716,- Belanja desa 

Bidang pembinaan kemasyarakatat Rp. 52.780.850,- Belanja desa Bidang 

pemberdayaan masyarakat  Rp. 22.025.000,- dan Belanja tak terduga Rp. 

5.560.000,- 

Berikut Anggaran Belanja Desa Kluwut yang di ambil dari Alokasi Dana 

Desa untuk tahun anggaran 2015 : 
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Tabel 4.13 

Anggaran Belanja Desa Kluwut dari Alokasi Dana Desa 

Tahun 2015 

No. Nama Program Anggaran 

(RP) 

Persentase 

(%) 

KET 

1. Belanja Tunjangan BPD 21.300.000 7,66 ADD 30% 

2. Belanja Tunjangan LPM 1.200.000 0,43 ADD 30% 

3. Belanja Perjalanan Dinas Kades 1.080.000 0,39 ADD 30% 

4. Intensif Bendahara Desa 1.000.000 0,36 ADD 30% 

5. Intensif Petugas Penarik Pajak 18.000.000 6,47 ADD 30% 

6. Intensif Sekdes 3.000.000 1,08 ADD 30% 

7. Intensif Kades 3.500.000 1,26 ADD 30% 

8. Belanja Tunjangan Petugas Kebersihan 1.800.000 0,65 ADD 30% 

9. Belanja Operasional Perkantoran 32.520.000 11,70 ADD 30% 

10. Bantuan Pembinaan Kelembagaan 

Masyarakat 

17.000.000 6,12 ADD 70% 

11. Operasional RT/RW 6.500.000 2,34 ADD 70% 

12. Rehab Balai Desa 125.515.000 45,15 ADD 70% 

13. Tim Pelaksana Teknis Pembangunan 

desa 

6.500.000 2,34 ADD 70% 

14. Perjalanan Dinas ke Luar Daerah 10.000.000 3,60 ADD 70% 

15. Sergam Olahraga Karang Taruna 2.000.000 0,72 ADD 70% 

16. Seragam Drumband 5.000.000 1,80 ADD 70% 

17. Intensif Kader Posyandu 4.500.000 1,62 ADD 70% 

18. Kegiatan Peringatan PHBN 5.525.000 1,99 ADD 70% 

19. Bantuan Intensif Guru TK 3.000.000 1,08 ADD 70% 

20. Pengeras Suara Kluwut Utara 2.000.000 0,72 ADD 70% 

21.  Intensif BABINSA 500.000 0,18 ADD 70% 

22. Intensif BABINKAMTIBMAS 500.000 0,18 ADD 70% 

23 Intensif Linmas 4.500.000 1,62 ADD 70% 

24. Kegiatan Pengisian Profil Desa 2.000.000 0,72 ADD 70% 

25. Konsumsi Rapat Linmas 500.000 0,18 ADD 70% 

 Jumlah 278.000.000 100  

Sumber : APBDesa Kluwut tahun 2015, Diolah 

Tabel 4.13 dapat diketahui jumlah biaya yang dikeluarkan oleh desa 

Kluwut untuk program kegiatan alokasi dana desa (ADD) mempunyai nilai 

nominal yang berbeda-beda. Besar kecilnya nilai nominal tersebut tergantung dari 

kebijakan desa. 
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Sebagai ilustrasi perhitungan persentase penyebaran anggaran dalam 

program kegiatan alokasi dana desa (ADD) yang ada pada desa Kluwut 

kecamatan Wonorejo kabupaten Pasuruan dicontohkan pada program 

BantuanBidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :  

Persentase  
        

              
 × 100% 

Persentase  
           

           
 × 100% 

   = 45,15% 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.13 diatas. Dari tabel diatas 

dapat dilihat dana yang ada paling banyak dialokasikan untuk program Rehab 

balai desa sebesar Rp. 125.515.000,- atau sebesar 45,15% dari total anggaran Rp. 

278.000.000,-. Berikutnya dialokasikan untuk belanja operasional perkantoran 

sebesar Rp.32.520.000,- atau 11,70%, belanja tunjangan BPD Rp. 21.000.000,- 

atau 7,66%, intensif petugas penarik pajak Rp. 18.000.000,- atau 6,47%, belanja 

tunjangan LPM Rp. 1.200.000,- atau 0,43%, belanja perjalanan dinas kades Rp. 

1.080.000,- atau 0,39%, intensif bendahara desa Rp. 1.000.000,- atau 0,36%, 

intensif sekdes Rp. 3.000.000,- atau 1,08%, intensif kades Rp. 3.500.000,- atau 

1,26%, belanja tunjangan petugas kebersihan Rp. 1.800.000,- atau 0,65%, 

bantuan pembinaan kelembagaan masyarakat Rp. 17.000.000,- atau 6,12%, 

operasional RT/RW Rp. 6.500.000,- atau 2,34%, tim pelaksana teknis 

pembangunan desa Rp. 6.500.000,- atau 2,34%, perjalanan dinas keluar daerah 

Rp. 10.000.000,- atau 3,60%, seragam olahraga karang taruna Rp. 2.000.000,- 
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atau 0,72%, seragam drumband Rp. 5.000.000,- atau 5.000.000,- atau 1,80%, 

intensif kader posyandu Rp. 4.500.000,- atau 1,62%, kegiatan peringatan PHBN 

Rp. 5.525.000,- atau 1,99%, bantuan intensif guru TK Rp. 3.000.000,- atau 

1,08%, pengeras suara kluwut utara Rp. 2.000.000,- atau 0,72, intensif BABINSA 

Rp. 500.000,- atau 0,18%, intensif BABINKAMTIBMAS Rp. 500.000,- atau 

0,18%, intensif Linmas Rp. 4.500.000,- atau 1,62%, kegiatan pengisian profil 

desa Rp. 2.000.000,- atau 0,72% dan konsumsi rapat Linmas Rp. 500.000,- atau 

0,185   dari total anggaran. 

 

4.2.2 Analisis Dana Desa  

Dalam Peraturan Menteri Dalam Nergeri No. 113 tahun 2014 Dana Desa 

adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang 

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja 

daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

1. Penentuan Jumlah Bantuan Dana Desa 

Dalam Peraturan Menteri Luar Ngeri No. 22 Tahun 2015 Pasal 11 dan 12 

Dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa, dana yang 

dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas 

wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Data jumlah 

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi 
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sebagaimana dimaksud tersebut bersumber dari kementerian yang berwenang 

dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 

2. Penggunaan Dana Desa 

Menteri Keuangan No 93 Tahun 2015 menjelaskan bahwa dana desa 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 

pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Namun diprioritaskan untuk 

membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan oleh 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pelaksanaan 

kegiataan yang dibiayai dari dana desa beepedoman pada pedoman umum 

penggunaan dana desa dan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh bupati. Dana 

desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam 

prioritas penggunaan dana desa 

Dalam Peraturan Menteri Desa No. 5 Tahun 2015 prinsip penggunaan Dana 

Desa yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai 

pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala 

desa yang diatur dan diurus oleh desa. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai 

belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan 

Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan 

pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas 

hidup manusia serta penanggulangan terhadap kemiskinan.  
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3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa 

Dalam Peraturan Menteri Luar Ngeri No. 22 Tahun 2015 Pasal 16 

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala 

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. 

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan 

dengan ketentuan:  

a. tahap I pada bulan April sebesar 4O% (empat puluh per seratus);  

b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 4O% (empat puluh per seratus);  

c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 2O% (dua puluh per seratus). 

Penyaluran Dana Desa setiap tahap paling lambat dilakukan pada minggu 

kedua atau dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima di kas 

Daerah. 

4.2.2.1 Desa Pakijangan 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Pakijangan Bapak Soeprapto 

pada hari senin tanggal 4 april 2015 beliau menuturkan : 

“alokasi dana desa dan dana desa itu beda, kalau alokasi dana desa itu bersumber 

dari dana perimbangan kabupaten, nah kalau dana desa itu bersumber dari APBN 

digunakannya juga untuk penyelenggaraan desa atau pemberdayaan masyarakat 

tidak seperti alokasi dana desa yang 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa 

dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat”(Bapak Soeprapto Kepala Desa 

Pakijangan taggal 4 April 2016) 
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Untuk lebih jelasnya Penggunaan Dana Desa Pekijangan sebagai berikut : 

Tabel 4.14 

Anggaran Belanja Desa Pakijangan dari Dana Desa 

Tahun 2015 

No  Nama Program Anggaran 

(RP) 

Persentas

e (%) 

KET 

1. Paving Jalan Saeru 102.940.000 37 DD 

2. Pembangunan Plengsengan Ds. 

Dormas 

89.349.000 32 DD 

3. Pembangunan Aspal Jl. Kandangan 87.301.000 31 DD 

 Jumlah 279.590.091 100  

Sumber : APBDesa Pakijangan, Diolah 

 

Tabel 4.14 pendapatan desa yang diperoleh dari dana desa paling besar 

digunakan untuk pemasangan paving sepanjang Jl. Saeru yaitu Rp. 102.940.000,- 

atau sebesar 37% dari total pendapanan dana desa Rp. 279.590.091. selanjutnya 

dialokasikan untuk pembangunan plengsengan Ds. Dormas sebesar Rp. 

89.349.000,- atau 32%, dan dialokasikan untuk pembangunan aspal Jl. Kandangan 

Rp. 87.301.000,- atau sebesar 31% dari total anggaran dana desa.  

4.2.2.2 Desa Kluwut 

Di desa Kluwut Dana Desa paling banyak di anggarkan untuk bantuan ke 

Dusun. Dimana Kluwut terdiri dari 5 Dusun. Berikut Anggaran Belanja Desa 

Kluwut yang berasal dari Dana Desa tahun anggran 2015 : 
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Tabel 4.15 

Anggaran Belanja Desa Kluwut dari Dana Desa 

Tahun 2015 

No  Nama Program Anggaran 

(RP) 

Persentase 

(%) 

KET 

1. Bantuan untuk dusun 121.467.716 47,16 DD 

2. Pembangunan paving 11.310.000 4,11 DD 

3. Pembangunan mushollah 47.060.000 17,11 DD 

4. Pemeliharaan dan pengelolaan saluran 

pertanian 

13.000.000 4,73 DD 

5. Pembangunan gapura dan jembatan 61.450.000 22,33 DD 

6. Pengelolaan dan pembinaan pos 

kamling 

20.780.805 7,54 DD 

 Jumlah 275.068.521 100  

Sumber : APBDesaKluwut, Diolah 

 

Tabel 4.15 menjelaskan pendapatan desa yang diperoleh dari dana desa 

paling besar digunakan untuk Bantuan untuk dusun sebesar Rp. 121.467.716,- atau 

sebesar 47,16% dari total pendapanan dana desa Rp. 275.068.521. selanjutnya 

dialokasikan untuk pembangunan paving sebesar Rp. 11.310.000,- atau 4,11%, 

dialokasikan untuk pembangunan mushollah Rp. 47.060.000,- atau sebesar 17,11%, 

dialokasikan untuk pemeliharaan dan pengelolaan saluran pertanian Rp. 

13.000.000,- atau 4.73%, dialokasikan untuk  pembangunan gapura dan jembatan 

Rp. 61.450.000 atau 22,33%,  dan  dialokasikan untuk pengelolaan dan pembinaan 

pos kamling Rp. 20.780.805 atau 7,54% dari total anggaran dana desa.  
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4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Analisis Anggaran dan Realisasi Alokasi Dana Desa 

1. Desa Pakijangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa)  Pakijangan diperoleh 

dari Alokasi Dana Desa(ADD) dan Dana Desa(DD) serta Bantuan Keuangan 

Pemerintah Kabupaten(BKPK) yang jumlahnya telah ditentukan dengan 

berdasarkan tingkat kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa 

dan jumlah penduduk. Semua bantuan dana untuk desa tersebut harus digunakan 

untuk kepentingan desa itu sendiri yang kemudian akan dipertanggungjawabkan. 

Dalam Peraturan Pemerintah No.113 Tahun 2014 Pasal 38 – 41menjelaskan : 

“Kepala Desa  menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari  pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: a. format Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; 

b. format Laporan Kekayaan  Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 

berkenaan; dan c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

yang masuk ke desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 

APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa.Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan 

dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi 

antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi 

lainnya.Laporan  realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. 

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling 

lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan” 
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Hasil wawancara dengan Bapak Supropto selaku Kepala Desa Pakijangan 

tentang Realisasi Pelaksanaan APBDesa : 

“Realisasi Anggaran APBDesa itu yang buat bendahara, saya selaku Kepala Desa 

hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi itu ke Bupati. Tetapi 

setelah mengoreksi apakah laporan realisasi yang dibuat oleh bendahara sudah 

benar apa belum. Misalnya anggaran belanjanya sudah benar-benar sesuai apa 

belum. Saat ngasi laporan itu ke Bupati biasanya dilampiri dengan format 

kekayaaan milik desa pada akhir tahun anggaran itu, terus format laporan 

program pemerintah yang masuk ke desa” (Bapak Supropto Kepala Desa 

Pakijangan tanggal 4 April 2016) 

 

Dan hasil observasi pada desa Pakijangan mengenai ke transparansian 

Laporan Pertanggungjawaban APBDesa : 

“desa Pakijangan hanya menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban 

APBDesa dengan menggunakan papan pengumuman, dimana hal tersebut tidak 

efektif dikarenakan hanya masyarakat yang berkepentingan ke kantor Kepala Desa 

yang tau akan Laporan tersebut. Dan juga kebanyakan masyarakat yang pergi ke 

Kantor Kepala Desa juga jarang yang membaca papan pengumuman. Sehingga 

masyarakat tidak tau anggaran tersebut telah di realisasikan untuk program apa 

saja” (kunjungan ke kantor kepala desa tanggal 4 April 2016) 

 

Berikut adalah Anggaran dan Realisasi APBDesa Pakijangan tahun 2015 : 

Tabel 4.16 

Anggaran dan Realisasi Program Alokasi Dana Desa di Desa Pakijangan  

Tahun 2015 

No. Nama Program Anggaran 

(RP) 

Realisasi 

(RP) 

Persentase 

(%) 

1. Belanja Tunjangan BPD 13.200.000 13.200.000 100 

2. Belanja Tunjangan LPM 1.300.000 1.300.000 100 

3. Belanja Tunjangan Linmas 4.500.000 4.500.000 100 

4. Intensif bendahara desa 1.200.000 1.200.000 100 

5. Belanja Tunjangan Modin Kematian 1.200.000 1.200.000 100 

6. Belanja Tunjangan Kader Posyandu 3.000.000 3.000.000 100 

7. Belanja Tunjangan Petugas Kematian 1.000.000 1.000.000 100 

8. Belanja Tunjangan Petugas Kebersihan 1.200.000 1.200.000 100 
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Tabel 4.16 

Anggaran dan Realisasi Program Alokasi Dana Desa di Desa Pakijangan 

(Lanjutan) 

Tahun 2015 

No. Nama Program Anggaran 

(RP) 

Realisasi 

(RP) 

Persentase 

(%) 

9. Belanja Operasional Perkantoran 40.780.000 40.780.000 100 

10. Bantuan Pembinaan Kelembagaan 

Masyarakat 

9.800.000 9.800.000 100 

11. Bantuan Pembinaan Anggota Linmas 4.500.000 4.500.000 100 

12. Bantuan Pembinaan Kepemudaan dan 

Olahraga 

10.000.000 10.000.000 100 

13. Bantuan Pembinaan Organisasi 

Perempuan 

20.0000.000 20.0000.000 100 

14. Bantuan Pembinaan Kaderisasi 

Posyandu 

3.000.000 3.000.000 100 

18. Perbaikan Jalan Lapangan Sekolah 8.000.000 8.000.000 100 

19. Paving SD Pakijangan II 10.000.000 10.000.000 100 

20. Paving Jln. Lapangan  10.000.000 10.000.000 100 

21.  Belanja Modal 23.600.000 23.600.000 100 

22. Belanja Operasional BPD 1.350.000 1.350.000 100 

23 Belanja Operasional RT/RW 10.500.000 10.500.000 100 

 Jumlah 272.600.000 258.200.000 95 

Sumber : Laporan pertanggungjawaban ADDDesa Pakijangan, Diolah 

 

 

Tabel 4.16 terlihat bahwa jumlah anggaran yang digunakan untuk program 

Alokasi Dana Desa di Desa Pakijangan pada tahun 2015 sebesar Rp. 258.200.000,- 

dari anggaran sebesar Rp. 272.600.000,- dimana terdapat satu program yang tidak 

dijalankan yaitu progran perjalanan luar daerah sebesar Rp. 14.400.000,- realisasi 

anggaran APBDesa Pakijangan sebesar 95%. 

Desa Pakijangan menganggarkan biaya sebesar Rp. 43.070.000,- untuk  

program bantuan bidang pemberdayaan masyarakat sedangkan jumlah realisasi dari 

program tersebut adalah sama dengan jumlah yang di anggarkan yaitu sebesar Rp. 
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43.070.000,- persentase 100%, Berikutnya dialokasikan untuk belanja operasional 

perkantoran sebesar Rp. 40.780.000,- realisasi dari program tersebut adalah Rp. 

40.780.000,- persentase 100%, belanja modal Rp 23.600.000,- realisasi dari 

program tersebut adalah Rp. 23.600.000,- persentase 100%, bantuan pembinaan 

organisasi Rp. 20.000.000,- realisasi dari program tersebut adalah Rp. 20.000.000,- 

persentase 100%, tunjangan BPD Rp. 13.200.000,- realisasi dari program tersebut 

adalah Rp. 13.200.000,- persentase 100%, belanja bidang pembangunan Rp. 

37.000.000,- realisasi dari program tersebut adalah Rp. 37.000.000,- persentase 

100%, pembinaan organisasi perempuan Rp. 20.000.000,- realisasi dari program 

tersebut adalah Rp. 20.000.000 persentase 100%, paving SD pakijangan II Rp. 

10.000.000,- realisasi dari program tersebut adalah Rp. 10.000.000 persentase 

100%, paving Jl. Lapangan Rp. 10.000.000,- realisasi dari program tersebut adalah 

Rp. 10.000.000,- persentase 100%, belanja operasional RT/RW Rp. 10.500.000,- 

realisasi dari program tersebut adalah Rp. 10.500.000,- persentase 100%, bantuan 

pembiaan kepemudaan dan olahraga Rp. 10.000.000,-realisasi dari program 

tersebut adalah Rp. 10.000.000,- persentase 100%, bantuan pembinaan 

kelembagaan masyarakat Rp. 9.800.000,- realisasi dari program tersebut adalah Rp. 

9.800.000,- persentase 100%, perbaikan jalan lapangan sekolah Rp. 8.000.000,- 

realisasi dari program tersebut adalah Rp. 8.000.000,- persentase 100%, bantuan 

pembinaan anggota linmas Rp. 4.500.000,- realisasi dari program tersebut adalah 

Rp. 4.500.000,- persentase 100%, belanja tunjangan linmas Rp. 4.500.000,- 
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realisasi dari program tersebut adalah Rp. 4.500.000,- persentase 100%, bantuan 

pembinaan kaderisasi posyandu Rp. 3.000.000,- realisasi dari program tersebut 

adalah Rp. 3.000.000,- persentase 100%, belanja tunjangan kader posyandu Rp. 

3.000.000,- realisasi dari program tersebut adalah Rp. 3.000.000,- persentase 100%, 

belanja tunjangan LPM Rp. 1.300.000,- realisasi dari program tersebut adalah Rp. 

1.300.000,- persentase 100%, intensif bendahara desa Rp. 1.200.000,- realisasi dari 

program tersebut adalah Rp. 1.200.000,- persentase 100%, belanja tunjangan modin 

kematian Rp. 1.200.000,- realisasi dari program tersebut adalah Rp. 1.200.000,- 

persentase 100%, belanja tunjangan petugas kematian Rp. 1.000.000,- realisasi dari 

program tersebut adalah Rp. 1.000.000,- persentase 100% , belanja tunjangan 

petugas kebersihan Rp. 1.200.000,- realisasi dari program tersebut adalah Rp. 

1.200.000,- persentase 100%, belanja operasional BPD Rp. 1.350.000,- realisasi 

dari program tersebut adalah Rp. 1.350.000,- persentase 100% dan terakhir 

dialokasin untuk perjalanan dinas luar daerah Rp. 14.400.000,- realisasi dari 

program tersebut adalah 0. Dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD anggaran 

tersebut tidak digunakan sehingga dapat disebut Sisa Lebih Penggunaan 

Anggaran(SiLPA). 

2. Desa Kluwut 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa)  Kluwut diperoleh dari 

Alokasi Dana Desa(ADD) dan Dana Desa(DD) serta Bantuan Keuangan 

Pemerintah Kabupaten(BKPK) yang jumlahnya telah ditentukan dengan 
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berdasarkan tingkat kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa 

dan jumlah penduduk. Semua bantuan dana untuk desa tersebut harus digunakan 

untuk kepentingan desa itu sendiri yang kemudian akan dipertanggungjawabkan.  

Dalam Peraturan Pemerintah No.113 Tahun 2014 Pasal 38 – 41 menjelaskan : 

“Kepala Desa  menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari  pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: a. format Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; 

b. format Laporan Kekayaan  Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 

berkenaan; dan c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

yang masuk ke desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 

APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa.Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan 

dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi 

antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi 

lainnya.Laporan  realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. 

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling 

lambat 1 (satu) bulan setelahakhir tahun anggaran berkenaan” 

 

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kluwut Bapak Ali Sodikin tentang 

Laporan  Realisasi Pertanggungjawaban APBDesa : 

“laporan Realisasi itu apa? Oh iya maksud sampean Laporan 

Pertanggungjawaban APBDesa? soalnya kalau di desa itu bukan laporan realisasi 

tapi laporan pertanggungjawaban aja. Kalau laporan realisasi itu di pihak 

kecamatan atau kabupaten. Kalau mengenai laporan pertanggungjawaban tugas 

saya hanya menyetui laporan yang telah di buat bendahara kemudian 

mengantarkan laporan tersebut ke Bupati. Terus saat ngasi ke Bupati itu dilampiri 

dengan laporan kekayaan milik desa” (Bapak Ali Sodikin Kepala Desa Kluwut 

tanggal 5 April 2016) 
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Kemudian wawancara kepada Bapak Ali Sodikin Kepala Desa Kluwut 

tanggal 5 April 2016 mengenai keterbukaan laporan pertanggungjawaban terhadap 

masyarakat Kluwut : 

“kalau masalah informasi, biasanya kami tulis di papan pengumuman tetapi 

kemudian masyarakat ada yang mengeluh karena hal tersebut kurang efektif, 

sehingga ppihak aparat desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut 

saat musyawarah perencanaan APBDesa yang selanjutnya” (Bapak Ali Sodikin 

Kepala Desa Kluwut Tanggal 5 April 2016) 

 

Berikut adalah Anggaran dan Realisasi APBDesa Kluwut Tahun 2015 : 

Tabel 4.17 

Anggaran dan Realisasi Alokasi Dana Desa Kluwut  

Tahun 2015  

No. Nama Program Anggaran 

(RP) 

Realisasi 

(RP) 

Persentase 

(%) 

1. Belanja Tunjangan BPD 21.300.000 21.300.000 100 

2. Belanja Tunjangan LPM 1.200.000 1.200.000 100 

3. Belanja Perjalanan Dinas Kades 1.080.000 1.080.000 100 

4. Intensif Bendahara Desa 1.000.000 1.000.000 100 

5. Intensif Petugas Penarik Pajak 18.000.000 18.000.000 100 

6. Intensif Sekdes 3.000.000 3.000.000 100 

7. Intensif Kades 3.500.000 3.500.000 100 

8. Belanja Tunjangan Petugas Kebersihan 1.800.000 1.800.000 100 

9. Belanja Operasional Perkantoran 32.520.000 32.520.000 100 

10. Bantuan Pembinaan Kelembagaan 

Masyarakat 

17.000.000 17.000.000 100 

11. Operasional RT/RW 6.500.000 6.500.000 100 

12. Rehab Balai Desa 125.515.000 125.515.000 100 

13. Tim Pelaksana Teknis Pembangunan 

desa 

6.500.000 6.500.000 100 

14. Perjalanan Dinas ke Luar Daerah 10.000.000 0 0 

15. Sergam Olahraga Karang Taruna 2.000.000 2.000.000 100 

16. Seragam Drumband 5.000.000 5.000.000 100 

17. Intensif Kader Posyandu 4.500.000 4.500.000 100 

18. Kegiatan Peringatan PHBN 5.525.000 5.525.000 100 
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Tabel 4.17 

Anggaran dan Realisasi Alokasi Dana Desa Kluwut (Lanjutan) 

Tahun 2015  

No. Nama Program Anggaran 

(RP) 

Realisasi 

(RP) 

Persentase 

(%) 

19. Bantuan Intensif Guru TK 3.000.000 3.000.000 100 

20. Pengeras Suara Kluwut Utara 2.000.000 2.000.000 100 

21.  Intensif BABINSA 500.000 500.000 100 

Sumber : Laporan pertanggungjawaban ADDDesa Kluwut, Diolah 

 

Tabel 4.17 terlihat bahwa jumlah anggaran yang digunakan untuk program 

Alokasi Dana Desa di Desa Kluwut pada tahun 2015 sebesar Rp. 268.000.000,- dari 

anggaran sebesar Rp. 278.000.000,- dimana terdapat satu program yang tidak 

dijalankan yaitu progran perjalanan luar daerah sebesar Rp. 10.000.000,- realisasi 

anggaran APBDesa Kluwut sebesar 96,40%. 

Desa Kluwut menganggarkan program Rehab balai desa sebesar Rp. 

125.515.000,- dan realisasi dari program tersebut adalah sama dengan jumlah yang 

dianggarkan Rp. 125.515.000,- persentase 100%. Selanjutnya dianggarkan untuk 

belanja operasional perkantoran sebesar Rp.32.520.000,- dan realisasi dari program 

tersebut adalah sama dengan jumlah yang dianggarkan Rp.32.520.000,- persentase 

100%, dianggarkan untuk belanja tunjangan BPD Rp. 21.000.000,- realisasi dari 

program tersebut Rp. 21.000.000,- persentase 100%,  dianggarkan untuk program 

intensif petugas penarik pajak Rp. 18.000.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 

18.000.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk belanja tunjangan LPM Rp. 

1.200.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 1.200.000,- persentase 100%, 

dianggarkan belanja perjalanan dinas kades Rp. 1.080.000,- realisasi dari program 
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tersebut Rp. 1.080.000,-  persentase 100%, dianggarkan untuk program intensif 

bendahara desa Rp. 1.000.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 1.000.000,- 

persentase 100%,  dianggarkan untuk program intensif sekdes Rp. 3.000.000,- 

realisasi dari program tersebut Rp. 3.000.000,- persentase 100%,  dianggarkan 

untuk program intensif kades Rp. 3.500.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 

3.500.000,-  persentase 100%, dianggarkan untuk program belanja tunjangan 

petugas kebersihan Rp. 1.800.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 1.800.000,- 

persentase 100%, dianggarkan untuk program bantuan pembinaan kelembagaan 

masyarakat Rp. 17.000.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 17.000.000,-  

persentase 100%, dianggarkan untuk program operasional RT/RW Rp. 6.500.000,- 

realisasi dari program tersebut Rp. 6.500.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk 

program tim pelaksana teknis pembangunan desa Rp. 6.500.000,- realisasi dari 

program tersebut Rp. 6.500.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk program 

seragam olahraga karang taruna Rp. 2.000.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 

2.000.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk program seragam drumband Rp. 

5.000.000,- realisasi dari pogram tersebut Rp. 5.000.000,- persentase 100%, 

dianggarkan untuk program intensif kader posyandu Rp. 4.500.000,- realisasi dari 

program tersebut Rp. 4.500.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk program 

kegiatan peringatan PHBN Rp. 5.525.000,- realisasi dari prorgam tersebut Rp. 

5.525.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk program bantuan intensif guru TK 

Rp. 3.000.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 3.000.000,- persentase 100%, 
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dianggarkan untuk program pengeras suara kluwut utara Rp. 2.000.000,- realisasi 

dari program tersebut Rp. 2.000.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk 

program intensif BABINSA Rp. 500.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 

500.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk program intensif 

BABINKAMTIBMAS Rp. 500.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 500.000,- 

persentase 100%, dianggarkan untuk program intensif Linmas Rp. 4.500.000,- 

realisasi dari program tersebut Rp. 4.500.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk 

program kegiatan pengisian profil desa Rp. 2.000.000,- realisasi dari program 

tersebut Rp. 2.000.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk program  konsumsi 

rapat Linmas Rp. 500.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 500.000,-  

persentase 100% dan dianggarkan untuk program belanja dinas luar daerah 

(Jakarta) Rp. 10.000.000,- realisasi dari program tersebut adalah 0. Dalam Laporan 

Pertanggungjawaban ADD anggaran tersebut tidak digunakan sehingga dapat 

disebut Sisa Lebih Penggunaan Anggaran(SiLPA). 

4.3.2 Analisis Anggaran dan Realisasi Dana Desa 

1. Desa Pakijangan 

Dalam hal Dana Desa, Desa Pakijangan merealisasikan anggaran sebesar 

100%. Yang digunakan untuk pemasangan paving sepanjang Jl. Saeru, 

pembangunan, plengsengan Ds. Dormas serta pembangunan aspal Jl. Kandangan.  

Berikut adalah Anggaran dan Realisasi Program Dana Desa Kluwut 

Tahun 2015 : 
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Tabel 4.18 

Anggaran dan Realisasi Program Dana Desa di Desa Pakijangan  

Tahun 2015 

No  Nama Program Anggaran 

(RP) 

Realisasi 

(RP) 

Persentase 

(%) 

1. Paving Jalan Saeru 102.940.000 102.940.000 100 

2. Pembangunan Plengsengan Ds. 

Dormas 

89.349.000 89.349.000 100 

3. Pembangunan Aspal Jl. Kandangan 87.301.000 87.301.000 100 

 Jumlah 279.590.091 279.590.091 100 

Sumber : Laporan pertanggungjawaban ADD Desa Pakijangan, Diolah 

 

Tabel 4.18 telah menjelaskan bahwa anggaran Dana Desa yang digunakan 

adalah sebesar Rp. 279.590.091,- dari total Dana Desa sebesar   Rp. 279.590.091,-  

yang berarti bahwa persentase realisasi dana desa adalah 100%. Pendapatan desa 

yang diperoleh dari dana desa paling besar digunakan untuk pemasangan paving 

sepanjang Jl. Saeru yaitu Rp. 102.940.000,- dan realisasi dari program tersebut Rp. 

102.940.000,- persentase 100%, selanjutnya dialokasikan untuk pembangunan 

plengsengan Ds. Dormas sebesar Rp. 89.349.000,- realisasi dari program tersebut 

Rp. 89.349.000,- persentase 100%, dan dialokasikan untuk pembangunan aspal Jl. 

Kandangan Rp. 87.301.000,- realisasi dari program tersebut Rp 87.301.000,- 

persentase 100%. 

2. Desa Kluwut 

Dalam hal Dana Desa, Desa Kluwut merealisasikan anggaran sebesar 100%. 

Yang digunakan untuk pembangunan paving Bantuan untuk dusun , pembangunan 
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mushollah , pemeliharaan dan pengelolaan saluran pertanian, pembangunan gapura 

dan jembatan Serta pengelolaan dan pembinaan pos kamling. 

Berikut adalah Anggaran dan Realisasi Program Dana Desa Kluwut Tahun 

2015 : 

Tabel 4.19 

Anggaran dan Realisasi Program Dana Desa di Desa Kluwut Tahun 2015 

(Dalam Rp)  

No  Nama Program Anggaran 

(RP) 

Realisasi 

(RP) 

Persentas

e (%) 

1. Bantuan untuk dusun 121.467.716 121.467.716 47,16 

2. Pembangunan paving 11.310.000 11.310.000 4,11 

3. Pembangunan mushollah 47.060.000 47.060.000 17,11 

4. Pemeliharaan dan pengelolaan saluran 

pertanian 

13.000.000 13.000.000 4,73 

5. Pembangunan gapura dan jembatan 61.450.000 61.450.000 22,33 

6. Pengelolaan dan pembinaan pos 

kamling 

20.780.805 20.780.805 7,54 

 Jumlah 275.068.521 275.068.521 100 

Sumber : Laporan pertanggungjawaban ADDDesa Kluwut, Diolah 

Tabel 4.19 menjelaskan bahwa anggaran Dana Desa yang digunakan adalah 

sebesar Rp. 275.068.521,- dari total anggaran Rp. 275.068.521,- yang berarti bahwa 

persentase realisasi dana desa adalah 100%. Pendapatan desa yang diperoleh dari 

dana desa paling besar digunakan untuk program bantuan dusun Rp. 121.467.716,- 

dan realisasi dari program tersebut Rp. 121.467.716,- dengan persentase 100%, 

selanjutnya dinggarkan untuk pembangunan paving sebesar Rp. 11.310.000,- 

realisasi dari program tersebut Rp. 11.310.000,- persentase 100%, dianggarkan 

untuk pembangunan mushollah Rp. 47.060.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 
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47.060.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk program pemeliharaan dan 

pengelolaan saluran pertanian Rp. 13.000.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 

13.000.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk program pembangunan gapura 

dan jembatan Rp. 61.450.000,- realisasi dari program tersebut  Rp. 61.450.000 ,- 

persentase 100%, dan  dianggarkan untuk pengelolaan dan pembinaan pos kamling 

Rp. 20.780.805 realisasi dari program tersebut Rp. 20.780.805,- persentase 100%. 

 

4.3.3 Analisis Sisa Lebih Penggunaan Anggaran  

1. Analisis Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa 

Dalam Peraturan Pemerintah No 113 Tahun 2014 Pasal  18 ayat 4 

menyebutkan bahwa : 

“Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) antara lain pelampauan penerimaan 

pendapatan terhadap belanja , penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan 

lanjutan. SilPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: a. 

menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada 

realisasi belanja; b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan c. mendanai 

kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum 

diselesaikan” 

 

A. Desa Pakijangan 

Dari Analisis Anggaran dan Realisasi Alokasi Dana Desa Pakijangan 

menunjukkan adanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) . Disebutkan 

bahwa program perjalanan dinas ke luar daerah tidak digunakan sebesar Rp. 

14.400.000,-. Anggaran tersebut tidak terealisasi disebabkan oleh Pemerintah 

Desa tidak mengeluarkan surat tugas ke Jakarta dan memang tidak adanya 

kepentingan desa yang mengharuskan dinas ke luar daerah (Jakarta). 
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DalamPeraturan Pemerintah No 113 Tahun 2014 Pasal  18 ayat 4 

menyebutkan bahwa : 

“SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: a. menutupi 

defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi 

belanja; b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan c. mendanai kewajiban 

lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan” 

 

Dari hasil wawancara terhadap Kepala Desa Pakijangan Bapak 

Supraptotentang Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang terjadi pada 

Desa Pakijangan sebagai berikut : 

“SiLPA itu kan anggaran yang tidak digunakan oleh desa, pada tahun 2015 

memang terdapat SiLPA sebesar Rp.14.400.000,- itu dari anggaran untuk 

program perjalanan dinas luar daerah ke jakarta mbk tapi program tersebut 

tidak berjalan karena pada tahun 2015 tidak ada kepentingan ke jakarta, tapi 

program tersebut tidak berjalan. Sehingga SiLPA yang ada saya alokasikan 

untuk kegiatan lain yaitu sama-sama perjalanan dinas keluar daerah tetapi ke 

Batu dengan maksud pemahaman akan tanaman toga, bukan hanya pemahaman 

tapi juga kita ikut membudidayakan tanaman toga seperti tanaman 

(sambiroto)”(Bapak Suprapto Kepala Desa Pakijangan Tanggal 4 April 2016) 

 

Peraturan Pemerintah No 113 Tahun 2014 Pasal  18 ayat 4 bahwa adanya 

Sisa Lebih Penggunaan Anggaran boleh digunakan untuk kepentingan desa yang 

lain. Dengan begitu yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Pakijangan telah 

sesuai dengan Peraturan yang ada. 

Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Penggunaan 

Anggaran Pada Desa Pakijangan sesuai dengan hasil wawancara terhadap Kepala 

Desa Pakijangan Bapak Suprapto pada tanggal 4 April 2016 yaitu : 

“sebenarnya kami tidak terlalu mempermasalahkan tentang SiLPA yang ada 

mbk, soalnya jumlahnya yang kecil kan Cuma Rp. 14.400.00,- dan hanya satu 

program yang tidak berjalan. Tetapi faktor yang menyebabkan adanya SiLPA itu 
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karena saat merancang APBDesa aparat mengalokasikan sebesar Rp. 

14.400.000,- untuk perjalanan dinas ke Jakarta, padahal saat itu belum pasti 

aparat desa akan pergi ke jakarta” (Bapak Suprapto Kepala Desa Pakijangan 

tanggal 4 April 2016) 

 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Suprapto Kepala Desa Pakijangan  

dapat diketahui bahwa SiLPA terjadi karena perencanaan yang kurang matang 

saat merancang APBDesa. Saat merancang APBDesa aparat yang bertugas 

cenderung menyesuaikan dengan APBDesa tahun anggaran sebelumnya, 

sehingga pada saat tahun anggaran berjalan terdapat anggaran yang tidak 

terlaksana. 

B. Desa Kluwut 

Dari Analisis Anggaran dan Realisasi Alokasi Dana Desa Kluwut 

menunjukkan adanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) . Disebutkan 

bahwa program perjalanan dinas ke luar daerah tidak digunakan sebesar Rp. 

10.00.000,-.Anggaran tersebut tidak terealisasi disebabkan oleh Pemerintah Desa 

tidak mengeluarkan surat tugas ke Jakarta dan memang tidak adanya kepentingan 

desa yang mengharuskan dinas ke luar daerah (Jakarta). 

Dalam Peraturan Pemerintah No 113 Tahun 2014 Pasal  18 ayat 4 

menyebutkan bahwa : 

“SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: a. menutupi 

defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi 

belanja; b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan c. mendanai kewajiban 

lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan” 
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Dari hasil wawancara terhadap Kepala Desa Kluwut Bapak Ali Sodikin 

tentang Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang terjadi pada Desa 

tersebut sebagai berikut : 

“SiLPA atau Sisa Lebih Penggunaan Anggaran pada Desa Kluwut ini mbk 

sebesar Rp. 10.000.000,- karena ada Program perjalanan Dinas ke Luar Daerah 

yaitu ke Jakarta yang tidak terrealisasi. Namun sisa lebih tadi saya gunakan 

untuk penambahan paving dan mahkota gapuro di areal kantor Kepala Desa” 

(Bapak Ali Sodikin Kepala Desa Kluwut Tanggal 5 April 2016) 

 

Peraturan Pemerintah No 113 Tahun 2014 Pasal  18 ayat 4 bahwa adanya 

Sisa Lebih Penggunaan Anggaran boleh digunakan untuk kepentingan desa yang 

lain. Dengan begitu yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Kluwut telah sesuai 

dengan Peraturan yang ada. 

Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Penggunaan 

Anggaran Pada Desa Kluwut sesuai dengan hasil wawancara terhadap Kepala 

Desa Kluwut Bapak Ali Sodikin pada tanggal 5 April 2016 yaitu : 

“Dalam hal faktor-faktor yang menyebabkan anggaran untuk perjalanan dinas 

ke luar daerah yaitu ke Jakarta tidak digunakan karena perencanaan yang 

kurang matang. Sebab pada saat merancang APBDesa aparat desa 

menganggarkan untuk perjalanan dinas ke luar daerah yaitu Jakarta tanta 

mempertimbangkan apakah pada tahun 2015 akan ada kepentingan ke Jakarta. 

Tetapi memang setiap tahunnya ada perjalanan ke Jakarta namun tahun 2015 

program tersebut tidak berjalan” (Bapak Ali Sodikin Kepala Desa Kluwut 

tanggal 5 April 2016) 

 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ali Sodikin Kepala Desa Kluwut  

dapat diketahui bahwa SiLPA terjadi karena perencanaan yang kurang matang 

saat merancang APBDesa. Sama halnya dengan faktor yang menyebabkan SiLPA 

pada desa Pakijangan. Saat merancang APBDesa aparat yang bertugas cenderung 
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menyesuaikan dengan APBDesa tahun anggaran sebelumnya, sehingga pada saat 

tahun anggaran berjalan terdapat anggaran yang tidak terlaksana seperti halnya 

desa Pakijangan. 

2. Analisis Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Dana Desa 

 Dalam  Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Pasal 27 menyebutkan : 

“Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) 

pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati/walikota memberikan sanksi 

administratif kepada Desa yang bersangkutan. Sanksi sebagaimana dimaksud 

yaitu berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan 

sebesar SiLPA Dana Desa. Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih 

terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), 

bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang 

bersangkutan. Sanksi sebagaimana dimaksud berupa pemotongan Dana Desa 

tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan. Pemotongan 

penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud menjadi dasar Menteri melakukan 

pemotongan penyaluran Dana Desa untuk kabupaten/kota tahun anggaran 

berikutnya. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud diatur dengan peraturan bupati/walikota” 

 

Hasil wawancara kepada Kepala Desa Pakijangan Bapak Suprapto mengenai 

Sanksi Administratif jika terdapat SiLPA Dana Desa sesuai PP RI No. 22 Tahun 

2015 : 

“sanksi administratif itu kan diterapkan kalau ada SiLPA Dana Desa sebesar 

30%, kebanyakan desa itu mbk tidak mau ada sisa lebih penggunaan anggaran. 

Jadi saat mengetahui akan ada sisa lebih maka pihak desa akan melakukan 

perubahan pada APBDesa sampai dikiranya tidak akan ada SiLPA” (Bapak 

Suprapto Kepala Desa Pakijangan tanggal 15 Maret 2016) 

 

Dari Analisis Anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana Desa pada Desa 

Pakijangan dan Desa Kluwut Tahun 2015 menunjukkan bahwa kedua desa 

tersebut telah menggunakan anggaran dana desa sebesar 100% sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa tidak ada Sisa Lebih Penggunaan Dana Desa Pada tahun 2015 

baik itu desa Pakijangan maupun Desa Kluwut. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab 

terjadinya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) dan perlakuan terhadap SiLPA 

Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada Desa Pakijangan dan Desa Kluwut 

Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2015 dimana dari lima 

belas (15) desa yang ada pada Kecamatan Wonorejo terdapat tujuh (7) desa yang 

memiliki anggaran dinas luar daerah (Jakarta) yaitu Desa Pakijangan, Desa Kluwut, 

Desa Karangjati Anyar, Desa Sambisirah, Desa Coban Belimbing, Desa Karangasem, 

dan Desa Tamansari. Akan tetapi hanya Desa Pakijangan dan Desa Kluwut yang 

tidak merealisasikan anggaran tersebut. 

 Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa Pada tahun anggaran 2015 desa 

Pakijangan memperoleh Alokasi Dana Desa atau yang biasa disebut dengan ADD 

sebesar Rp. 272.600.000,- dan  Realisasi Anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp. 

258.200.000,- sedangkan desa Kluwut memperoleh Alokasi Dana Desa atau yang 

biasa disebut dengan ADD sebesar Rp. 278.000.000,- dan  Realisasi Anggaran pada 

tahun 2015 sebesar Rp. 268.000.000. 

Untuk Dana Desa, desa Pakijangan memperoleh besaran Rp. 279.590.091,- 

dangan Realisasi 100% Dan Desa Kluwut memperoleh Dana Desa sebesar Rp. 

275.068.521,- dengan Realisasi 100% atau Rp. 275.068.521. 
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Dalam Realisasi Anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) pada desa 

Pakijangan terdapat anggaran perjalanan dinas  ke luar daerah (Jakarta) sebesar Rp. 

14.400.000,- begitu juga dengan desa Kluwut Rp. 10.000.000,- yang tidak terrealisasi 

dan kemudian disebut sebagai SiLPA,- 

Faktor yang menyebabkan terjadinya SiLPA pada desa Pakijangan dan Desa 

Kluwut  adalah perencanaan yang kurang matang saat merancang APBDesa. Dalam 

perancangan APBDesa perangkat yang bertugas cenderung menyesuaikan dengan 

APBDesa tahun anggaran sebelumnya, sehingga pada saat tahun anggaran berjalan 

terdapat anggaran yang tidak terlaksana. 

Pada desa Pakijangan SiLPA Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada 

dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas ke luar daerah (Batu) dengan tujuan 

pemahaman dan budidaya tanaman toga seperti tanaman (Sambiroto), sedangkan 

pada desa Kluwut SiLPA yang ada dipergunakan untuk pembangunan fisik yaitu 

penambahan paving dan mahkota gapura di area kantor Kepala Desa. 

Untuk Anggaran Dana Desa baik pada desa Pakijangan dan desa Kluwut telah 

merealisasikan anggaran 100%. Sehingga pada anggaran Dana Desa (DD) tidak 

terdapat SiLPA. 

5.2 Saran 

Berdasarkan dengan simpulan penelitian diatas, peneliti memberikan saran 

kepada Pemerintah Desa Pakijangan dan Desa Kluwut Agar dalam perancangan 

APBDesa, perangkat desa yang bertugas lebih selektif dalam menyusun anggaran dan   
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dalam merancang APBDesa agar tidak terlalu mengacu terhadap  APBDesa tahun 

sebelumnya yang belum dipastikan bahwa anggaran tahun sebelumnya akan sama 

dengan anggaran tahun selanjutnya. 

Penelitian ini hanya membahas tentang Sisa Lebih Penggunaan Anggaran 

(SiLPA) tanpa membahas lebih dalam tentang pengelolaan keuangan desa. Sehingga 

saran untuk peneliti selanjutnya untuk membahas SiLPA disertai dengan bahasan 

tentang pengelolaan keuangan desa yang lebih mendalam. 
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Lampiran 3 Hasil Wawancara Penelitian 

No Daftar Pertanyaan Desa Pakijangan 

Bapak Suprapto 

Desa Kluwut 

Bapak Ali Sodikin 

1 Apakah bapak sudah paham 

dengan atturan-aturan tentang 

keuangan desa ? 

Sudah mbk, kita kan selalu 

diberi arahan oleh pihak 

kecamatan tentang aturan-

aturan yang selalu berubah. 

insyAllah sudah mbk, 

untuk pemahaman aturan  

seluruh desa disini selalu 

diberi arahan oleh pihak 

kecamatan. 

2 Aturan desa apa saja yang bapak 

ketahui? 

Pertama untuk adanya aturan 

desa itu dari keluarnya UU No. 

6 Tahun 2014 tentang desa dan 

untuk pengelolaan keuangan 

desa itu di atur dalam 

Permendagri No. 113 Tahun 

2014. 

UU No. 6 Tahun 2014, PP 

RI No. 60 Tahun 2014, 

Permendagri No. 113 

Tahun 2014, ada juga 

peraturan Bupati Pasuruan 

No. 8 Tahun 2011. 

3 Untuk ADD dan DD pada desa 

bapak, apakah sudah cukup 

untuk memenuhi kebutuhan 

desa? 

Cukup gak cukup sih mbk, 

soalnya kan udah di anggarkan 

jadinya ngikut itu pasti cukup 

tiap tahunnya. 

Pembagiannya kan udah 

sesuai dengan aturan ya 

mbk, jadi saya rasa untuk 

kebutuhan desa dengan 

anggaran yang telah 

ditetapkan ya cukup aja 

mbk. 

4 Bagaimana pendapat bapak 

selaku Kepala Desa akan aturan 

pemerintah tentang penerapan 

sanksi administratif jika ada 

SiLPA dana desa sebesar 30% ? 

sanksi administratif itu kan 

diterapkan kalau ada SiLPA 

Dana Desa sebesar 30%, 

kebanyakan desa itu mbk tidak 

mau ada sisa lebih penggunaan 

anggaran. Jadi saat mengetahui 

akan ada sisa lebih maka pihak 

desa akan melakukan perubahan 

pada APBDesa sampai 

dikiranya tidak akan ada SiLPA 

- 

5 Untuk penggunaan Alokasi 

Dana Desa, dalam peraturan 

Bupati Pasuruan telah 

disebutkan bahwa 30% 

digunakan untuk 

penyelenggaraan pemerintahan 

desa dan 70% untuk 

pemberdayaan masyarakat. 

Bagaimana dengan desa bapak? 

Di desa Pakijangan sendiri mbk, 

sudah mengikuti peraturan yang 

ada salah satunya Peraturan 

Bupati Pasuruan No. 8 tahun 

2011 dimana Alokasi Dana 

Desa Pakijangan sebsar 30% 

digunakan untuk 

penyelenggaraan Pemerintah 

Desa, termasuk  

Desa Kluwut sudah 

mengikuti peraturan yang 

ada mbk 



 

 

No Daftar Pertanyaan Desa Pakijangan 

Bapak Suprapto 

Desa Kluwut 

Bapak Ali Sodikin 

  untuk biaya tunjangan aparat 

desa. Dan sebesar 70% 

digunakan untuk pemberdayaan 

masyarakat 

 

3 Bagaimana mekanisme 

penyaluran ADD di desa 

Bapak? 

- Dalam hal penyaluran 

alokasi dana desa 

pemerintah desa membuka 

rekening sendiri pada 

bank yang ditunjuk 

berdasarkan keputusan 

kepala desa yaitu saya 

sendiri. Kemudian saya 

mengajukan permohonan 

penyaluran alokasi dana 

desa kepada bupati kepala 

bagian pemerintahan desa 

sekretariat daerah 

kabupaten/kota melalui 

camat setelah dilakukan 

verifikasi oleh tim 

pendamping kecamatan. 

Bagian pemerintahan desa 

pada setda kabupaten/kota 

akan meneruskan berkas 

permohonan berikut 

lampirannya kepada 

kepala bagian keuangan 

setda kebupaten/kota atau 

kepala badan pengelola 

keuangan daerah (BPKD)  

atau kepala badan 

pengelola keuangan dan 

kekayaan aset daerah 

(BPKKAD). Selanjutnya  

Kepala bagian keuangan 

setda atau kepala BPKD 

atau kepala BPKKAD 

akan menyalurkan alokasi 

dana desa langsung dari 

kas daerah ke rekening 



 

 

desa. Mekanisme 

pencairan alokasi dana 

desa dalam ABDesa 

dilakukan secara bertahap  

No Daftar Pertanyaan Desa Pakijangan 

Bapak Suprapto 

Desa Kluwut 

Bapak Ali Sodikin 

   atau disesuaikan dengan 

kemampuan dan kondisi 

daerah kabupaten/kota 

biasanya 6 bulan sekali 

mbk 

6 Apa Alokasi Dana Desa 

menurut bapak? 

Alokasi Dana Desa itu adalah 

dana yang diperoleh oleh tiap 

desa dan bersumber dari  dana 

perimbangan yang diterima 

pemerintah daerah dalam 

anggaran dan pendapatan 

belanja daerah setelah dikurangi 

dana alokasi khusus mb yang 

nantinya ADD tersebut akan 

ditransfer langsung ke rekening 

desa 

Menurut sepengetahuan 

saya mbk, Alokasi Dana 

Desa itu adalah dana yang 

diperoleh oleh desa yang 

bersumber dari  dana 

perimbangan yang 

diterima pemerintah 

daerah dalam anggaran 

dan pendapatan belanja 

daerah setelah dikurangi 

dana alokasi khusus. ADD 

tersebut nantinya akan 

digunakan untuk 

keperluan desa seperti 

belanja tunjangan 

pegawai, belanja 

operasional perkantoran 

dan lain sebagainya, 

seperti yang telah 

tercantum dalam 

Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa. ADD 

tersebut akan ditransfer 

langsung ke rekening desa 

7 Apa pengertian APBDesa 

menurut bapak? 

Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa merupakan 

rencana keuangan Desa dalam 

satu tahun anggaran yang 

memuat tentang pendapatan 

Desa baik itu pendapatan dari 

Alokasi Dana Desa maupun 

Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa merupakan 

rencana keuangan Desa 

dalam satu tahun anggaran 

yang memuat tentang 

pendapatan Desa baik itu 

pendapatan dari Alokasi 



 

 

pendapatan dari Dana Desa 

serta bantuan dari Kabupaten, 

yang selanjutnya akan 

digunakan untuk Belanja Desa 

baik digunakan untuk 

pembangunan desa,  

Dana Desa maupun 

pendapatan dari Dana 

Desa serta bantuan dari 

Kabupaten Pendapatan 

Asli Desa itu sendiri mbk, 

yang selanjutnya akan 

digunakan untuk Belanja 

Desa baik digunakan  

No Daftar Pertanyaan Desa Pakijangan 

Bapak Suprapto 

Desa Kluwut 

Bapak Ali Sodikin 

  pemberdayaan masyarakat, 

maupun belanja tak terduga 

untuk pembangunan desa, 

pemberdayaan 

masyarakat, maupun 

belanja tak terduga 

8 Apa itu Dana Desa menurut 

pandangan Bapak? 

alokasi dana desa dan dana desa 

itu beda mbk, kalau alokasi 

dana desa itu bersumber dari 

dana perimbangan kabupaten, 

nah kalau dana desa itu 

bersumber dari APBN 

digunakannya juga untuk 

penyelenggaraan desa atau 

pemberdayaan masyarakat tidak 

seperti alokasi dana desa yang 

30% untuk penyelenggaraan 

pemerintah desa dan 70% untuk 

pemberdayaan masyarakat 

 

9 Bagaimana penerapan Peraturan 

Pemerintah No.113 Tahun 2014 

Pasal 38 – 41 tentang Anggaran 

dan Realisasi Alokasi Dana 

Desa 

Realisasi Anggaran APBDesa 

itu yang buat bendahara mbk, 

saya selalku Kepala Desa hanya 

menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban realisasi 

itu ke Bupati. Tetapi setelah 

mengoreksi apakah laporan 

realisasi yang dibuat oleh 

bendahara sudah benar apa 

belum. Misalnya anggaran 

belanjanya sudah benar-benar 

sesuai apa belum. Saat ngasi 

laporan itu ke Bupati biasanya 

dilampiri dengan format 

kekayaaan milik desa pada 

maaf mbk laporan 

Realisasi itu apa? Oh iya 

maksud sampean Laporan 

Pertanggungjawaban 

APBDesa? Maaf mbk 

soalnya kalau di desa itu 

bukan laporan realisasi 

tapi laporan 

pertanggungjawaban aja. 

Kalau laporan realisasi itu 

di pihak kecamatan atau 

kabupaten. Kalau 

mengenai laporan 

pertanggungjawaban tugas 

saya hanya menyetui 



 

 

akhir tahun anggaran itu, terus 

format laporan program 

pemerintah yang masuk ke desa 

laporan yang telah di buat 

bendahara kemudian 

mengantarkan laporan 

tersebut ke Bupati. Terus 

saat ngasi ke Bupati itu 

dilampiri dengan laporan 

kekayaan milik desa kalau 

gag salah mbk 

No Daftar Pertanyaan Desa Pakijangan 

Bapak Suprapto 

Desa Kluwut 

Bapak Ali Sodikin 

 

 

10 

 

 

Bagaimana penerapan Peraturan 

Pemerintah No.113 Tahun 2014 

Pasal 40 tentang transparansi 

laporan pertanggungjawaban 

APBDesa 

 

 

desa Pakijangan hanya 

menyampaikan informasi 

laporan pertanggungjawaban 

APBDesa dengan 

menggunakan papan 

pengumuman, dimana hal 

tersebut tidak efektif 

dikarenakan hanya masyarakat 

yang berkepentingan ke kantor 

Kepala Desa yang tau akan 

Laporan tersebut. Dan juga 

kebanyakan masyarakat yang 

pergi ke Kantor Kepala Desa 

juga jarang yang membaca 

papan pengumuman. Sehingga 

masyarakat tidak tau anggaran 

tersebut telah di realisasikan 

untuk program apa saja 

 

 

kalau masalah informasi 

mbk, biasanya kami tulis 

di papan pengumuman 

tetapi kemudian 

masyarakat ada yang 

mengeluh karena hal 

tersebut kurang efektif, 

sehingga ppihak aparat 

desa menyampaikan 

laporan 

pertanggungjawaban 

tersebut saat musyawarah 

perencanaan APBDesa 

yang selanjutnya 

11 Dari informasi yang pihak 

kecamatan kasih kepada saya, 

bahwaanya di desa bapak 

terdapat SiLPA Alokasi Dana 

Desa, apakah informasi itu 

benar adanya? 

SiLPA itu kan anggaran yang 

tidak digunakan oleh desa, pada 

tahun 2015 memang terdapat 

SiLPA sebesar Rp.14.400.000,- 

itu dari anggaran untuk 

program perjalanan dinas luar 

daerah ke jakarta mbk tapi 

program tersebut tidak berjalan 

karena pada tahun 2015 tidak 

ada kepentingan ke jakarta, tapi 

program tersebut tidak berjalan. 

Sehingga SiLPA yang ada saya 

SiLPA atau Sisa Lebih 

Penggunaan Anggaran 

pada Desa Kluwut ini mbk 

sebesar Rp. 10.000.000,- 

karena ada Program 

perjalanan Dinas ke Luar 

Daerah yaitu ke Jakarta 

yang tidak terrealisasi. 

Namun sisa lebih tadi saya 

gunakan untuk 

penambahan paving dan 

mahkota gapuro di areal 



 

 

alokasikan untuk kegiatan lain 

yaitu sama-sama perjalanan 

dinas  

kantor Kepala Desa 

 

 

   

No Daftar Pertanyaan Desa Pakijangan 

Bapak Suprapto 

Desa Kluwut 

Bapak Ali Sodikin 

  keluar daerah tetapi ke Batu 

dengan maksud pemahaman 

akan tanaman toga, bukan 

hanya pemahaman tapi juga 

kita ikut membudidayakan 

tanaman toga seperti tanaman 

(sambiroto) 

 

12 Menurut bapak apa yang 

menyebabkan terjadinya SiLPA 

tersebut? 

sebenarnya kami tidak terlalu 

mempermasalahkan tentang 

SiLPA yang ada mbk, soalnya 

jumlahnya yang kecil kan 

Cuma Rp. 14.400.00,- dan 

hanya satu program yang tidak 

berjalan. Tetapi faktor yang 

menyebabkan adanya SiLPA itu 

karena saat merancang 

APBDesa aparat 

mengalokasikan sebesar Rp. 

14.400.000,- untuk perjalanan 

dinas ke Jakarta, padahal saat 

itu belum pasti aparat desa akan 

pergi ke jakarta 

Dalam hal faktor-faktor 

yang menyebabkan 

anggaran untuk perjalanan 

dinas ke luar daerah yaitu 

ke Jakarta tidak digunakan 

karena perencanaan yang 

kurang matang. Sebab 

pada saat merancang 

APBDesa aparat desa 

menganggarkan untuk 

perjalanan dinas ke luar 

daerah yaitu Jakarta tanta 

mempertimbangkan 

apakah pada tahun 2015 

akan ada kepentingan ke 

Jakarta. Tetapi memang 

setiap tahunnya ada 

perjalanan ke Jakarta 

namun tahun 2015 

program tersebut tidak 

berjalan 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4 APBDesa Pakijangan 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ADD 30% ANGGARAN RUTIN 

 



 

 

ADD 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANA DESA 



 

 

 


